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ABSTRAK

Nama : Rizky Amalia, SH
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul :Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkan Sebelum Dan

Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan
Agama Kota Depok)

Pencatatan sangat penting untuk keabsahan suatu perkawinan karena demi kepastian hukum
dan ketertiban hukum bagi subyek hukum. Karena Perkawinan menurut Kompilasi Hukum
Isam adalah pernikahan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk melaksanakannya harus memenuhi
rukun dan syarat menurut hukum perkawinan Islam dan tidak boleh melanggar rukun dan
syarat tersebut. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunya akibat
hukum. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan
adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berupa Akta nikah yang merupakan
alat bukti sempurna. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk perkawinan
yang tidak mempunyai akta nikah, Kompilas Hukum Islam membuka kesempatan kepada
mereka yang beragama Islam untuk melakukan itsbat nikah. Untuk dapat melakukan itsbat
nikah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemoho Itsbat nikah. Dalam tesis ini
penulis mengangkat permasalahan mengenai itsbat nikah yang dilaksanakan sebelum dan
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan melakukan penelitian pada
pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Untuk mendapatkan bahan hukum
primer, penulis melakukan wawancara dan menggunakan peraturan perundang-undangan.
Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur. Dari penelitian
yang dilakukan ditemukan bahwa Hakim dalam mengabulkan itsbat nikah harus berpedoman
pada pedoman perilaku Hakim Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Katakunci: Itshat nikah, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia diaduni
berlainan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan grapuan. Kepada mahluk
yang paling sempurna inilah, ia telah karuniai nadlamiah untuk saling
mengenal, saling tertarik dan saling mengasihasernyayangi satu dengan
yang lainya dengan tujuan menciptakan suatu kedugagg bahagia, sejahtera
serta abadi dalam ikatan perkawinan. Karena Marmadddah subyek hukum,
pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukeedangkan perkawinan
merupakan suatu lembaga yang sangat mempengardixdikean seseorang
dibidang hukurh

Pernikahan pada hakekatnya adalah sesuatu yang sakam ikatan
suci antara seorang pria dan wanita, bermakna liblkelgada Allah, mengikuti
Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasaruagggwab, keikhlasan
dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang hdiradahkan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sahpumyai
akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak yang begkatan, yaitu suami,
isteri dan anak-anak yang dilahirkan akibat perkawi Manusia adalah
subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalaon liatas hukum
sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga gaggtsmempengaruhi
kedudukan seseorang dibidang hukum. Maka agar \waréa tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik demi tercapainya kelugagg bahagia, sejahtera

! Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjaritikum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia
(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Univerditdonesia, 2004), him.1.
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dan abadi untuk itu diperlukan suatu peraturan yalagpat mengatur
perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentardsa®énan
Bab | Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batmtara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengasntmembentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarlanh&nan Yang Maha
Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan ialah membentuk kedugrgmah
tangga) yang bahagia dan kekal, karena itu perlawinarus merupakan
ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatanrlaghja atau hanya ikatan batin
saja. Sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalamatsAr-Rum ayat 21
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah nieaciptakan untukmu
pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kanmdezreng dan merasa
tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramua r&asih sayang
(mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang dentikimenjadi tanda-
tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam apabdenenuhi
syarat dan rukun pernikahan.

1. Syarat pernikahan adalah :
a. Persetujuan kedua belah pihak,
b. Mahar (mas kawin),
c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.
2. Rukun pernikahan adalah :
a. Calon suami,
b. Calon isteri,
c. Wali,
d. Saksidan
e. ljab Kabul.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tgntan

perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalhhapabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepeyeengaya; dan setiap
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perkawinan harus dicatat menurut peraturan pergidadangan yang
berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Non®iT&hun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Peraturamefntah Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pied@tv

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsongka
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oksgiaf®ai Pencatat Nikah
dari Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yaelangsungkan
perkawinannya menurut Agama dan kepercayaannyselain Agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan padak@atatan sipil.

Setelah dilangsungkannya perkawinan menurut huk@asing-masing
agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menagalaitakta perkawinan
yang telah disiapkan oleh Pegawai pencatat belkisaketentuan yang
berlaku. Akta tersebut juga ditanda tangani olelluke orang saksi dan
Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dainybag melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam, maka ditanda tamodetm Wali Nikah atau
yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta \per&a tersebut maka
perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.

Pada kenyataan sejak Undang-undang Perkawinan kberti
Indonesia, masih banyak terjadi perkawinan yan@ktidesuai ketentuan
hukum Indonesia, dalam hal ini ada juga yang médakiyperkawinan menurut
hukum Agamanya maupun adat yang mereka yakini rmgasasing tanpa
mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Wrusgama maupun
Kantor catatan Sipil.

Di masyarakat Indonesia, dikenal adanya istilabkaKisiri atau Nikah
bawah tangan”. Pada dasarnya dalam hukum Islamikpbam seperti ini
diperbolehkan, namun kecenderungan sering dijadika@an pintas” untuk
melegalkan niat sekelompok orang untuk perpolig&fal.ini disebabkan oleh
relatif ringannya persyaratan bagi seseorang udibat menikah, bahkan

terkadang bagi seseorang (utamanya kaum perempaiag)melakukan kawin

2 Resmi tidaknya suatu pernikahan, (on-line), tdesetl : http ://www.hukumonline.cong 8
September 2011).
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dibawah tangan atau sirii bisa dilaksanakan deng&ii Hakim. Dengan
adanya perkawinan yang dilangsungkan secara nikalatau nikah bawah
tangan tersebut, tentu akan menghambat efekthitasm yang berlaku serta
mengingat begitu banyak akibat-akibat maupun kerugerugian yang akan
timbul dari perkawinan tersebut, perkawinan yandakdikan di luar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempuekaiakan Hukum. Ada
sebagian dari masyarakat yang sadar akan hukunsatiar akan pentingnya
mencatatkan pernikahan mereka tersebut dilembageaw®an yang sah
menurut Negara Republik Indonesia. Faktor-faktomgyamenyebabkan
mengapa mereka tidak memiliki Akta Nikah walaupda fuga telah menikah
secara sah sesuai hukum Agama dan Negara namum eémiliki akta
nikah. Untuk mengatasi persoalan ini, KHI membaearikalan keluar dengan
memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan peman itsbat
(pengesahan) nikah ke Pengadilan Agama. Sehinggaekane dapat
membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah.

Menurut KHI diperbolehkan untuk mengajukan permarontsbat
nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlg&k UU No. 1 Tahun
1974, karena perkawinan yang terjadi setelah adabyalang-undang
perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawidami menjaga
kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarikadap masalah
permohonan itsbat nikah pada perkawinan yang iegatktlah tahun 1974
karena pada hakekatnya sesuai yang tercantum aindBhsal 7 ayat 3 (d)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "adanya perkzaw yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 19dka penulis tertarik
untuk meneliti masalah mengenai Itsbat nikah dengamilih judul Tesis'
Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang dilangsungkanSebelum Dan
Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor ITahun 1974
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta S¢an Nomor :
03/Pdt.P/2005/PA.JS. Dan Nomor : 10/Pdt.P/2007/PAJ Dengan
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1.2

1.3.

Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor
0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk.).”

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atalsanyang menjadi

pokok bahasan atau pokok permasalahan dapat dikamssbagai berikut :

1. Apakah Perkawinan yang dilaksanakan setelah ntah@74 dapat

dimintakan Itsbat nikah?

. Apakah akibat hukum setelah dilakukannya itdblah?
3. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama f#ak8elatan dan

Depok dalam mengabulkan permohonan Itsbat nikah ?
Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, bentuk penelitian hukgang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yangfo#uskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normi@anmd hukum
positif. Dengan dilakukannya penelitian yuridis matif, maka penelitian
akan melakukan pendekatan perundang-undangan yalakukan
pengkajian terhadap peraturan perundang-undanganbgrkaitan dengan
itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukarelsebh dan setelah
berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahfi4.1 selain
mempergunakan pendekatan perundang-undangan pejugla akan
melakukan pendekatan kasus yaitu untuk mempelagarerapan peraturan
mengenai itsbat nikah. Dengan mempelajari kasuselet maka akan
diperoleh gambaran dari penetapan itsbat nikaha Rehgolahan data
pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadaist@nsatisasi terhadap
bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi beragmbuat klasifikasi

terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untudmudahkan
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pekerjaan analisa dan konstruksdan penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang menekankan pada pengunaan datamdmkatau berupa
norma hukum tertulis dan wawancara dengan pakay parkaitan dengan
penulisan irfl. Jenis data yang digunakan adalah data sekunaian, data
yang diperoleh langsung melalui penelusuran kegaata atau
dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai nodasar
yaitu data yang berupa peraturan perundang-undangatara lain
perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Undsraang Nomor 1
tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ngnt@ministrasi
kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Penaén No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan UU N8&74 Tentang
Perkawinan, dan Amandemen Undang-Undang PeradiggamA Undang-
Undang RI No. 3 Tahun 2006, (Undang-Undang RI Ndafiun 1989) dan
peraturan perundang-undangan yang terkait.
Bahan hukum Primer disamping perundang-undangamatadautusan
pengadilan. Putusan pengadilan yang akan digund&kam penelitian ini
adalah Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatamorN
03/Pdt.P/2005/PA.JS Dan Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.868gBn Penetapan
Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 0168/Pdt.P/20.Dpk Selain
itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekuyaitn bahan yang
berasal dari buku-buku, pendapat para pakar huldan, lain-lain yang
berhubungan dengan itsbat nikah.

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnyaahdahgaimana
cara mengolah dan menganalisis data yang ada. Bhbkom yang
diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundadgngan dan artikel

diuraikan dan dihubungakan, sehingga dapat menj@eahasalahan yang

% Sri Mamudii, et al.Metode Penelitian dan Penulisan Hukundakarta : Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005) him 68.

* Dian Puji N. SimatupangProposal Penelitian (Thesis), Bahan Perkuliahantblie Penelitian
Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum ProgiMagister Kenotariatan.”( makalah
disampaikan pada perkuliahan, Depok 2010), him, 8.

® |bid., him. 9.

® Sri Mamudii, et al., op.cit, him 5.
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telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesiamputerta saran

apabila masi ada yang perlu diperbaiki.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis yang akan ditulisupenakukan terdiri dari 3
(tiga) bab, yang terdiri dari beberapa subbab untaknpermudah pemahamannya,

adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut

BAB | : Dalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belgka
permasalahan, pokok permasalahan, serta metodditipene

dan diakhiri sistematika penulisan yang digunakan.

BABIl : Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Landasan te
antara lain pengertian perkawinan, tujuan perkamirsyarat-
syarat perkawinan, sahnya perkawinan, pencatatdaywman,
putusnya perkawinan dilihat dari Tinjauan umum Huku
Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun @4
menurut Hukum Islam, pendaftaran pernikahan, péager
nikah sirri atau nikah bawah tangan dan pengeitséat nikah,
Syarat permohonan dan tata cara ltsbat nikaha sibat
hukum terhadap perkawinan yang disahkan, deskkpsus
Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor :
03/Pdt.P/2005/PA.JS. dan Nomor : 10/Pdt.P/2007/P/SJ
Dengan Penetapan Pengadilan Agama Depok No
0168/Pdt.P/2011/PA.Dpkyang akan diuraikan analisisnya.

BAB Ill:  Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluregi&tan

penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan sarang ya

berhubungan dengan penulisan ini.
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BAB 11
HUKUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM, PENDAFTARAN PERNIKAHAN,
PERNIKAHAN SIRRI, DAN ITSBAT NIKAH.

21  Pengertian Perkawinan
2.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Suatu Perkawinan adalah salah satu lembaga kema&ayamn yang
paling tua, dan paling pertama kali diatur sejakulia kala, disamping
lembaga-lembaga lainnya seperti jual beli, sewa yewa dan
sebagainnya. Perkawinan itu adalah suatu lembagand hubungan antar
dua jenis manusia yang berlainan itu begitu pentiagm senantiasa,
sedangkan lembaga lainnya bersifat insidentil aEmentara. Karena itu
lembaga perkawinan itu sangat dipengaruhi olehnkess-ketentuan atau
ajaran-ajaran agama, atau dengan kata lain dikataddawa aturan hukum
yang mengatur perkawinan itu sangat dipenaruhi ajatan atau hukum
agama.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 19Wdang
perkawinan yang disahkan dan ditandatangani Presi&epublik
Indonesia dijakarta pada tanggal 2 Januari 1974 pdata hari itu juga
diundangkarf. Di dakam peraturan tersebut diatur mengenai dasar
perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahdmwman, batalnya
perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajibaami istri, harta

benda perkawinan, putusnya perkawinan dan akibakegudukan anak,

" Rusdi Malik,Undang-Undang PerkawinarJakarta : Universitas Trisakti, 2001), hal 2
® Hilman Hadikusumatukum Perkawinan Indonesi€et Il (Bandung ; CV Mandar Maju,
2007), hal.4.

8
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hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwdbn ketentuan
lain.

Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan Repuadonesia
Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-gndamor 1 tahun
1974. Peraturan Pelaksanaan tersebut, mengatur emandetentuan
umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawakaa perkawinan, tata
cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tyngeristri lebih dari
seorang dan ketentuan pidana dan penutup.

Negara kesatuan Republik Indonesia yang telah merdihdang-
Undang perkawinan nasional sejak tahun 1974. Ménuindang-Undang
Nomorl Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasaiblibyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seprpria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuambentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi tentang perkawinan tersebut dapattiten bahwa
Undang-undang ini menghendaki bahwa perkawinamétwupakan ikatan
lahir bathin antara suami istri dan ikatan lahirthioa itu haruslah
merupakan persetujuan diantara mereka dan tidakhbbkrdasarkan
paksaan dari manapun. Dengan tujuan agar perkawvigraebut kelak
akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal kaagpadila adanya
paksaan dari pihak lain maka akan tidak tercapapstkawinan yang
kekal dan bahagia. Karena itu persetujuan antara pdak yang akan
melangsungkan perkawinan merupakan unsur yanggopénting dalam

perkawinan.

o Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Rasal
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Menurut Sayuti Thalib, S.H perkawinan adalah pgiga suci
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengs@orang
perempuart’

Menurut Prof. R. Subekti, S.H perkawinan adalahtgi@en yang sah
antara seorang laki-laki dengan seorang perempua#urk waktu yang
lamal?

Menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H perkawinan adalabatu hidup
bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yaemenuhi syarat-
syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut Rinmgdup bersama
dipandang dari sudut ilmu biologi dan ditentukaehohukum tiap-tiap
Negara berlaku mengenai hidup bersama tertenturaanseorang
perempuan dengan seorang laki-f&ki.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah perkawinatatadakad
yang menjadikan halalnya hubungan seksual antaoearsg laki-laki

dengan seorang wanita, saling tolong menolong a@iarteduanya serta
menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya asyisyari’i (Allah

dan rasulnya) diantara keduarlya.

Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan adalakad (perikatan) yang
kuat untuk manaati perintah Allah dan melaksanakanmerupakan
ibadah. Sesuai Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islanmdonesia yaitu,
akad antara wali wanita calon isteri dengan pria caloansinya. Dimana
akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wargtayen jelas berupa ijab

(serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami vyatlgksanakan

1 sayuti ThalibHukum Keluarga Indonesi@Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009)

him 47.

1 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdateet.13 ( Jakarta : PT Intermasa, 1978 ), him.20.
12 7ulfa Djoko BasukiHukum Perkawinan di Indonesi@Jakarta : Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2010), him 2.

13 Abdul Aziz Dahlan et al., edEnsiklopedia Hukum Islandilid 4, cet. 1 ( Jakarta : PT. Ichtiar

Baru Van Hoeve, 1996), him 1329.
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dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarad. titilak demikian
perkawinan tidak saft?

Pelaksanaan nikah atau hukum nikah secara umum raienu
Jumhur ahli sunnah wal jama’ah adalah sunnat, yafngat dianjurkan,
guna memenuhi sabda Nabi Muhammad s.a.w yang magatichikah itu
adalah sunnahku, siapa yang tidak mengerjakan Bkan®&ukanlah
pengikutku yang baik®

Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian pgagdgvyaitu
menurut Prof. Ibrahim Hosen, S.H pernikahan dapga jberartiagad,
dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara gan wanita,
sedangkan menurut arti lain bersetubuh (sydfi'i).

Menurut Rawahul Abu Daud yang dalam bukunya yartgligli
Hukum Perkawinan dalam Islam nikah itu artinya mgan seksual
(bersetubuh) yang mendasarkan pada Hadist Rasuy Ymarbunyi
"Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tamuyga™’

Sedangkan menurut Dr. Amir Syarifuddin, S.H perkemi itu
dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam. atpgeerkawinan
adalah upacara suci, yang kedua belah pihak dilgkawmn menjadi
pasangan suami istri atau saling minta menjadinmesahidupnya dengan
mempergunakan nama Allaf.

Umat Islam Dberkeinginan agar setiap perkawinan yang
dilaksanakan dapat berlangsung dengan sah, tidakahaenurut hukum
Islam tetapi juga menurut hukum positif. Karenakpainan merupakan
salah satu perintah agama kepada yang mampu unageras

melangsungkannya, karena dengan perkawinan dapatgunsengi

4 Rusdi Malik,Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indondgigkarta : Universitas
Trisakti, 2005), hal 12-13.

!> Hasbulah BakryKumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Peitkawdi Indonesia
( Jakarta : Djambatan Mutiara offset, 1978) himd.16

' |brahim HosenFigh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dafjuR (jakarta : Ihya
Ulumuddin 1991) him 65.

" Yunus MahmudHukum Perkawinan Dalam Islafnlakarta : CV Al-Hidayah, 2004), him 1.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indsii ( Jakarta : Prenada Media Group,
2000), him 46.
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kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupuzinadan, dan
apabila seseorang belum mampu melaksanakan pedavdisarankan
oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa untuk mermgnin
kemaksiatan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam bersumizetgpAl-Quran
dan Al Hadist yang dikemudian dituangkan melaluidbiimg-undang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mata
mengandung 7 (Tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hagama
dan kepercayaan dan harus dicatat pada petugas yang
berwenang.

3. Asas Monogami terbuka, artinya apabila seoramgms
tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak istri ajpalebih
dari seorang maka cukup seorang istri saja.

4. Asas calon suami dan calon isteri yang telatanggjiwa
raganya dapat melangsungkan perkawinan.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Asas keseimbangan hak dan kewajibanantara sdami
isteri.

7. Asas pencatatan perkawinan.

2.2.  Tujuan Perkawinan
2.2.1. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebaghuber
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (ruraagga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahakarena itu
perkawinan itu harus merupakan ikatan lahir dannpatan tidak
hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batia. $&rena itu suami

19 Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta : Sinar Grafika, 2006). HIm.7.

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, 2dsiversitas Indonesia



13

Isteri itu saling membantu dan saling melengkagaranasing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu damcapes
kesejahteraan spiritual dan materiil. lIkatan itwlad ikatan sebagai
suami isteri, jadi bukan ikatan seorang pria daniteessebagai juragan
dan pembantu atau seorang bos dan simpanan atayael

. lIkatan itu antara seorang pria dan wanita, jadasjdbahwa hukum
perkawinan Indonesia menganut asas monogami, arsagrang pria
dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seoraeg iatau
seorang suami dalam waktu tertentu.

Perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaartinya
Undang-Undang Perkawinan memakai asas bahwa sahsuwgia
perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanyedaimg-masing
calon suami dan calon isteri itu (Pasal 2 ayatJiidang-Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan). Disamping itu peikan harus
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yarlgkio (Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang awenan).
Artinya Indonesia menganut asas perkawinan agamajulfa asas
perkawinan Negara.

. Undang-Undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinameénganut
asas yang mengharuskan calon suami dan calon istan matang
jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perleayiagar dapat
mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekaltidizk berakhir
dengan perceraian. Karena itu harus dicegah pemkamantara calon
suami isteri dibawah umur. Disamping itu untuk maiabi laju
kelahiran dalam rangka keluarga bahagia, sebab emsmpgkat masa
produksi dari seorang wanita.

. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga
menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hgl diamdari
karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yakel Kari rumah
tangga. Walaupun demikian suatu perceraian tiddaragig oleh

Undang-Undang Perkawinan ini, tetapi haruslah digear, maka
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mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilangae melalui
prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.

f. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuga
menganut prinsip atau asas bahwa hak dan kedudstern adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik diddmaeupan
rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakahggehsegala
sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan udikah bersama

oleh suami isteri.

222  Menurut Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan kahw
Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahaity yakad yang
sangat kuat ataunmiitsaagan ghaliizhanyang artinya untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Tujuan @arlan dalam
Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemannsibarhubungan
antara laki-laki dengan perempuan dalam rangkakunmewujudkan
suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasdng, untuk
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakagademengikuti
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Pagal 3 menyebutkan
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanatutangga yang
sakinah, mawaddah, rahmah. Tujuan Perkawinan yaualia ndalam
Islam diisyaratkan menurut Allah SWT, yaifd :
a. Menjaga keturunan.
Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan menBapak, Ibu
dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dalayanakeat,
sebab keturunan mereka jelas dan masyarakat purenmugan
kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka urigac
nasabnya.

b. Menjaga Wujud manusia.

2 Rusdi Malik, Op. Cit, him 6.
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Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng dvmanusia
dimuka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan, manus
berkembang biak dengan melahirkan laki-laki dammpguan.

c. Mengarahkan penyaluran kebutuhan biologis.

Islam menyerukan pengikutnya untuk melaksanakarkapenan
yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuyapatan,
oleh karena itu Islam menghalangi tingginya mahalard dalam
perkawinan karena untuk memudahkan jalan menukapanan.

d. Menumbuhkan perasaan kasih sayang dan kebensamaa
Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akafhstesi tanpa
perkawinan yang sah, sang suami akan merasa tedigatjan
keluargannya, merasakan kedamaian dan ketenanginspat dia
pulang dari segala aktifitas dengan segala kelelaha akan
menemukan ketentraman dalam keluarganya.

e. Menciptakan rasa keibuan dan kebapakan
Membuahkan rasa keibuan dan memurnikan rasa kebapak
sehingga terwujudlah tradisi saling tolong menol@rgara suami
isteri dalam mendidik anak-anak untuk mencapai lkabaan.

2.3  Syarat sahnya Perkawinan.
2.3.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam suatu Perkawinan Rukun dan Syarat menentskatu
perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah dakntid perbuatan
dari sudut pandang hukum, karena dalam suatu per&awkedua hal
tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena apabilairutan syarat tidak
tercapai salah satunya maka dapat diartikan peneatidak sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengenal dua macam syarat perkawinan y&ftu :

a. SyaraMateriil terdiri dari 2 yaitu :

2 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjadfikum Perkawinan dan keluarga di Indonesia
( Jakarta : Badan Penerbit Universitas Hukum Indi@an®004), hal 21.
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1) Syaratmateriil umum yaitu syarat yang mengenai atau berkaitan dengan
diri pribadi seseorang. Yang melangsungkan perkamigang harus
dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yangrietdri :

a) Persetujuan Bebas

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Per&aawyang
berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas pets®iujcalon
mempelai”, oleh sebab itu maka suatu perkawinangyakan
dilangsungkan, kedua calon mempelai setuju untukgikatkan diri
dalam ikatan perkawinan tanpa paksaan dari pihalapun, dengan
tujuan agar perkawinan tersebut dapat membentukafigd yang

kekal dan bahagia.
b) Syarat usia

Batasan seseorang untuk melangsungkan suatu padgd@wdiatur
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinarg parbunyi
“Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapaia 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah npand#® (enam
belas) tahun. Dalam penjelasannya, batas umur dp&kawinan
ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga kesehatmigstri serta

keturunanya.
c) Tidak dalam Status Perkawinan

Calon suami dan calon isteri harus tidak terikatgptali perkawinan
dengan orang lain. Hal ini ditentukan dalam Pasdte®entuan ini
memperkuat asas perkawinan monogami yang dianamddhdang-
Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3. Penyiggma
terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan oleh P@sadengan
menunjuk lebih lanjut kepada hal-hal sebagai maiaéuid dalam
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Peraawnp.l
Tahun 1974.
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d) Berlakunya waktu tunggu.

Dalam halnya seorang wanita yang putus perkawiregnhbgrlaku
Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1%®f/atakan
pada ayat (1) yaitu bagi seorang wanita yang pp&rkawinannya
berlaku jangka waktu masa tunggu. Tenggang waktgkm waktu
tunggu diatur dalam Pasal 39 Peraturan PelaksaNaah Tahun
1975, sebagai berikdt:

1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktuggun
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, wakngdu
bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (kg#)suci
dengan sekuang-kurangnya 90 (sembilan puluh) learilzhgi
yang tidak memperoleh datang bulan ditetapkan 8thiggan
puluh) hari.

3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersehbiand
keadaan hamil, maka waktu tunggunya ditetapkan aamp
melahirkan.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut diataspatda
menyebabkan yang bersangkutan sama sekali tidakat dap
melangsungkan perkawinan, karena itu syarat-sy@raebut diatas
diberi kualifikasi sebagai syarat materiil umum.

2) SyaratMateriil Khusus yaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus
dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan itdtapya dapat
pada perkawinan tertentu, syamaateril khususterdiri dari :

a) lzin untuk melangsungkan Perkawinan
Syarat ini ditujukan bagi calon suami istri yanduioe mecapai

usia 21 (duapuluh satu) Tahun, sebagaimana dalaal Payat 2

?2 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentarak&aiaan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, Jd1dversitas Indonesia



18

Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : “untuk
melangsungkan perkawinan seseorang yang belum penza
tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang &jiamada
ayat 4 berbunyi “Dalam hal kedua orang tua telaminggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk mersmtak
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orangng
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungaahda
dalam garis keturunan lurus keatas atau selamakmemasih
hidup dan dapat menyatakan kehendaknya”.

b) Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkarapenian.
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor IntaBid4
menentukan larangan melangsungkan perkawinan, yang
dilaksanakan bagi mereka yang :

(1) Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun
kebawah.

(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyanypiitig
antara saudara.

(3) Berhubungan Semenda, yaitu Mertua, anak tiri, menan
ibu/bapak tiri.

(4) Berhubngan susuan, yaitu orang tua susuan, analkarsus
saudara susuan dan bibi/paman susuan.

(5) Berhubungan saudara dengan Istri atau sebagai alétni
kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri Heblari
seorang.

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau ataman |
yang berlaku, dilarang kawin.

b.Syaratformil yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitasl &h$a cara

yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilaggaanya perkawinan.

Syarat formil menurut hukum Indonesia antara lain :
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Pemberitahuan kehendak (Pasal 3 Peraturan PéaherNomor 9
Tahun1975).

Yaitu setiap orang yang akan melangsungakan penlgawiwajib
memberitahukan niatnya kepada pegawai pencataawaréan ditempat
dimana perkawinan itu dilangsungkan dan diberitanulselambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawidigangsungkan
secara lisan maupun tertulis oleh calon mempeki ateh orang tua
atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nagia, agama atau
kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon niengsn apabila
salah satu atau keduanya pernah melangsungkanwoeaka maka
disebutkan nama istri atau suami terdahulunya.

Penelitian ( Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemeriitehor 9 Tahun 1975)
Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuanendah
melangsungkan perkawinan setelah itu meneliti dpadgarat-syarat
7untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuli @pakah terdapat
suatu halangan perkawinan bagi calon mempelai umillangsungkan
perkawinan sesuai.

Pengumuman (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nofanigh 1975)
Pegawai Pencantat Perkawinan membuat suatu penggamtentang
pemberitahuan kehendak akan dilangsungkannya per&aw yaitu
dengan cara menempelkan surat penggumuman, ini kdudkan
memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui
mengajukakan keberatan-keberatan akan dilangsungagomerkawinan
tersebut, apabila diketahuinya hal itu ternyataladdabertentangan
dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersamglaisai
bertentangan dengang Peraturan Perundang-undangayd.
Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undanuiguty Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Norah@n 1975).
Setelah melaksanakan pekawinan menurut hukum agal@a
kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan dihadamgawai

Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. dVi&emudian
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pernikahan itu harus dicatat pada Pegawai Penbbkah yang telah
ditunjuk untuk itu. Mereka yang menikah secarantslgpencatatannya
dilakukan Di kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkaygibmereka
yang beragama non Islam, pencatatan nikah yankudéa pada Kantor
Catatan Sipil. Melalui pencatatan ini kedua mempeftan memperoleh
Akta perkawinan yang merupakan surat bukti bahweekaetelah secara
resmi menikah.

Mengenai syaraformil dari suatu perkawinan, tercantum dalam
Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 19y : %
Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apdbdkukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
Maka “tidak ada perkawinan di luar hukum masingimasgama dan
kepercayaannya”.
Pasal 2 ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatathoret Peraturan
Perundang-undangan yang berlalkd&lam penjelasan umum disebutkan
bahwa pencatatan ini sama halnya dengan pencatatetiwa penting
dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematiadi dapat ditarik
kesimpulan bahwa pencatatan itu mempunyai tujuankumenjadikan
peristiwa itu menjadi jelas, baik bagi yang bersamgn maupun bagi

orang lain dan masyarakat.

2.3.2 Rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan Menurut Hukum Islam.
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hutaratama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbtetsebut dari segi
hukum. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarak tttigpat dipisahkan
karena apabila tidak tercapai maka perkawinan tiddk*
Dalam agama Islam, Rukun untuk melaksanakan peneayaitu :
a. Calon suami,

b. Calon isteri,

238 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2
24 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antar Figh Mkagdan UU
Perkawinan(Jakarta : Kencana, 2007), hal 59

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, Jd1dversitas Indonesia



21

c. Wali nikah,

d. Saksidan

e. ljab kabul.

Sedangkan syarat perkawinan adalah :

a. Persetujuan kedua belah pihak

b. Mahar (mas kawin)

c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawirigila syarat
perkawinan tak terpenuhi, maka perkawinan tersdidak sah atau
batal demi hukum.

Mengenai rukun dan syarat perkawinan, Kompilagkuin Islam
mengaturnya dalam Bab IV yang berjudul Rukun daratyperkawinan,
pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 29. Untuk dapl@ksanakan
perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompildsirhulslam Pasal
14 yakni®
1. Harus adanya calon pengantin laki-laki danortapengantin

perempuan yang telah akil dan balig.

2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calogapin
tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin petemp

Pengertian seorang wali secara umum adalah segeamtgkarena
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadamtiEnnama
orang lain. Arti bertindak terhadap dan atas namang@ lain,
adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekgean pada
dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak seindecara

hukum, baik dalam urusan bertindak atas hartaattsudirinya.

Dalam perkawinan yang bertindak sebagai wali nikahadalah

seseorang yang bertindak atas nama mempelai peaengalam

% Mohd.ldris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum acara gitra agama
dan zakat menurut Hukum islafnjakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 14-15
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suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalard akeah
adalah suatu yang wajib dan tidak sah akad perleawyang tidak
dilakukan oleh wali. Yang bertindak sebagai wakati ialah laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muskagil dan
baligh.

Wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok urutaukdukan,

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang la

sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengamn cal
mempelai :

(1) Kelompok Pertama, adalah kerabat laki-laki garisusu
keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan ssigau

(2) Kelompok Kedua, adalah kerabat laki-laki kandunguat
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-lagreka.

(3) Kelompok Ketiga, adalah kerabat paman, yakni saudar
laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturuakin
laki mereka.

(4) Kelompok Keempat, adalah saudara laki-laki kandung
kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturuakin
laki mereka.

2. Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nilgdabila

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiria atau

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib ataalad atau
enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka khe#im
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah padasan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Seorang dapat menjadi wali apabila memenuhi sysalahgai

berikut :
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Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anakétea
orang gila tidak berhak menjadi wali.

Laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi wali.

Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam
menjadi wali untuk muslim.

Orang merdeka.

Tidak dalam pengampuan. Alasannya adalah bahwayoran
yang dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum
dengan sendirinya.

Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannyaeka
ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhaken
tidak akan mendatangkan muslahat dalam perkawinan
tersebut.

Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan doeadr dan
tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta pteta
memelihara muruah atau sopan santun.

Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

3. Harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yadid

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksaaieah nikah.

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (duahgorsaksi

supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindakutnya

sanggahan dari pihak-pihak yang akan berakad dife¢phari.

Syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi :

a)
b)
c)
d)
e)

Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.

Kedua saksi itu adalah beragama Islam

Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

Kedua saksi itu adalah laki-laki.

Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak @drmelakukan

dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa keaoiltet@p

menjaga muruabh.
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f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langdwtgrakah
serta menandatangani Akta Nikah pada waktu darrdpat
akad nikah dilangsungkan.

. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan olelyg®m laki-

laki kepada isterinya

. Harus ada ijab dan Kabul antara calon pengantaeest.

ljab artinya pernyataan kehendak dari calon pemgg@rempuan
yang diwakili oleh walinya, dan Kabul pernyataarhéedaknya
(penerimaan) dari calon pengantin pria kepada cakemgantin
wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antarapan ijab
dengan pernyataan Kabul tersebut. Menurut traéisiesijak dulu
selesai mengucap akad nikah dalam bentuk formaldgm Kabul,
diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurutakgman

para mempelai.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara pihak

yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijatgdbnl. ljab

adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkanl galalah

penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat ijab gabul :

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempeéai pr

c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.

d) Antara ijab dan gabul bersambungan

e) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya

f) Orang yang terkati dengan ijab tidak sedang metesn
thram haji/umrah.

g) Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri oleh nmail (empat)

orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewaalj wali
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dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan drang
saksi.
ljab dan gabul antara wali dan calon mempelai Ipaiais beruntun
dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanadediri secara
pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali alikdapat
mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak menguaabul
ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalamhlahltertentu
ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria ldengan
ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yaggstsecara
tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikatadalah untuk
mempelai pria.
Calon suami. Calon suami dan calon isteri yang akatangsungkan

pernikahan tidak boleh terdapat halangan perkawseimagai berikut :

1. Karena pertalian nasab
a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yangimekannya
atau keturunannya.
b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

2. Karena pertalian kerabat semenda
a) Dengan seorang wanita yang melahirkan ister@tga bekas isterinya.
b) Dengan seorang wanita bekas isterinya orang yamgimekannya.
c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bedtasnya, kecuali
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isteiinygobla al
dukhul

d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan

a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya megari# lurus ke

atas.
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Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnyaungaus lurus
ke bawabh.

Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keanesegusuan ke
bawah

Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenekdsbsuan keatas

Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keaumiya.

24 Pencatatan Perkawinan

241  Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yantyjien

mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembuykii@nselangkap-

lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi ka@pasukum yang

sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakeskawinan dan

kematiari®

Dalam kaitannyanya dengan pengertian kelembagadatafia

Sipil, tim pengkajian hukum Babinkumnas Departentéehakiman

berpendapat bahwa Catatan Sipil merupakan suatualgsn yang

bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiatip@a yang

dialami oleh warga masyarakat misalnya kelahiraerkgwinan,

kematian dan lain sebagainya. Tujuannya untuk npatdan data

selengkap mungkin, agar status warga masyarakat diqgtahti’

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian CamatSipil itu

dapat dilihat dari 4 (empat) sudut, yaitt :

1.

Untuk mewujudkan kepastian hukum.

2. Untuk membentuk ketertiban hukum.
3.
4

. Untuk  memperlancar  aktivitas pemerintah  di  bidang

Guna pembuktian.

kependudukan/administrasi kependudukan.

26 \Jictor M.

Sitomorang, Cormentya Sitanggargpek Hukum Akta Catatan sipil Di Indonegsia

(Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal 10.
2’ Badan Pembinaan Hukum Nasior@atatan Sipil (Hasil Tim Pengkajian Hukum) BPHN
%8 Mohd.ldris RamulyoQp.Cit, hal 13
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Adapun pengaruh diundangkannya Undang-Undang Per&aw
No. 1 Tahun 1974 terhadap penyelenggaran Catafah lfsik secara
langsung maupun secara tidak langsung bukan senwta-hanya
mengurusi masalah perkawinan saja. Hal ini sebag@nditegaskan
dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinanbigrdsahwa *
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan mang-undangan
yang berlaku.” Perkembangan lembaga ini setelabhakeya Instruksi
Presidium Kabinet Ampera adalah dengan berlakunydablg-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksaf®2)nNo.9 tahun
1975 (pasal 2)2°
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsaongka
perkawinannya menurut agama lIslam, dilakukan olelyai®ai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang?2 N
tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dankRuju
(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsangka
perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannyaeitain
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawpada
Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan ddlarbagai
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Ada 5 (lima) Akta catatan sipil, Yaitu
Akta perkawinan
Akta kelahiran
Akta perceraian

Akta kematian

o kr w0 b e

Akta pengakuan anak

Manfaat dari akta-akta Catatan Sipil yaitu dapgtedjunakan
sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa (kajgdsebagaimana
tersebut dalam Akta itu sendiri atau dengan katg laatuk memperoleh

kepastian hukum tentang status keperdataan segegeay mengalami

2% |bid, hal 24-25
% Djaja S. MelialaPerkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Huieiomarga,
(Bandung : Nuansa Aulia, Bandung 2007) hal 44-45
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peristiva hukum tersebut dan membantu atau menmpenaaktivitas

Pemerintah dibidang kependudukan.

1) Keabsahan Perkawinan
Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tentang keabsaharavpedn yang
berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilalitkan berdasarkan
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
Penjelasan Pasal 2 berbunyi “ Dengan perumusanRestd 2 ayat (1)
ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agamanyainggmasing dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undarey D845.”
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamarg@a d
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundanghgad yang
berlaku bagi golongannya agamanya dan kepercayaarity
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditenttdeardalam Undang-
undang ini.
Prinsip hakikat perkawinan dan keabsahan perkawy@any terdapat
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sangat jadietde dengan
prinsip yang terdapat dalam kitab Undang-undang urukPerdata
(BW).

2) Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 efmrilkan

bahwa “Tiap-tiap perkawianan dicatat menurut pestuperundang
yang berlaku”.

Selanjutnya dalam Bab Il Pasal 2 sampai denganl BaB® No. 9
Tahun 1975 dijelaskan tentang pencatatan perkawiDalam pasal-
pasal tersebut dilengkapi dengan berbagai perumaalagnnya yang
dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Mentergafa,

disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi mergaag

melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam didakuoleh

pegawai pencatat nikah (kantor urusan agama keeaajnaedangkan
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pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsangiaain
Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat didwrdtatan sipif:
Menurut ketentuan yang berlaku, Instansi yang edu
melakukan pencatatan perkawinan bukan lembaga ysertugas
mengsahkan perkawinan. Instansi tersebut hanya ebervg
melakukan pencatatan perkawinan bagi mereka yamy yaudah
melangsungkan perkawinan menurut agama merekaaWwiedn yang
dicatat adalah perkawinan yang sudah sah menuamagrang yang
melangsungkan perkawinan tersebut. Keabsahan pedavetap di
ukur oleh ketentuan agama dari mereka yang melaggsa
perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pulayalerKeputusan
Mahkamah agung RI No. 2147.k/Pid/1988 tanggal 22101, yang
menyatakan bahwa “sesuatu akad nikah menurut a¢slam, tanpa
diawasi oleh Pegawai Pencatat perkawinan yang kisradeh menteri
agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, adalap w&ah, asalkan
nikah tersebut memenuhi aturan syariat Islam.”
Dengan adanya Peraturan Pemerintah No0.9 Tahun 18i&ka
pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) isstgakni :

a. Pegawal pencatat nikah, talak dan rujuk bagi meyekay beragama
islam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Noa22in 1946
Jo. Undang-undang No0.32 Tahun 1954.

b. Kantor catatan sipil atau instansi/pejabat yang b@ertunya, bagi
mereka yang bukan yang beragama islam, sebagaidiaine dalam

berbagai peraturan perundang-undangan catatan sipil

Apabila diperinci lebih lanjut, maka hakekat peatam pendaftaran

perkawinan antara lain adalah sebagai berikut :

31 Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. Hufial974 (Jakarta : Tinta
Mas, 1975), hal 5
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1) Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bakt kuat bagi
yang berkepentingan mengenai perkawinan sehinggauaehkan
dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;

2) Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam umgan
kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika ygogjuhg tinggi
oleh masyarakat dan Negara;

3) Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bemujmembina
perbaikan sosiakpcial reform lebih efekitif;

Tujuan utama pencatatan perkawinan ini adalah untuk
memperoleh bukti otentik dari suatu perkawinan yakan melegitimasi
perkawinan tersebut. Dengan adanya surat bukelatsnaka dapatlah
dibenarkan ataupun dicegah suatu perbuatan laimgdre demikian
pencatatan perkawinan selain berfungsi untuk meratertiban hukum
juga untuk menjamin kepastian hukum.

Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas yaitangenai
syarat-syarat perkawinan dan tentang syahnya geakawinan bahwa
betapa besarnya peranan agama, tegasnya jikaubtanpkan pasal 10
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Pdesal 2 ayat 1
Undang-Undang Perkawinan, menurut peraturan maatg tara
perkawinan menurut hukum masing-masing agama daeréayaan
menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan yamgarigkutan.
Disamping itu dapat melihat bahwa terdapat huburggimg lengkap
melengkapi antara Undang-Undang Perkawinan ini aengukum

agama dan kepercayaannya masing-masing pengariatnya.

24.2  Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Al-quran dan al-Hadits tidak mengatur secara rimeingenai
pencatatan perkawinan. Artinya perkawinan di daldokum Islam
adalah "perkawinan tidak dicatat” artinya adalalrkpeinan yang
memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum ,Idketapi tidak

%2 Rusdi Malik,0p.Cit, him 41
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dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor UrusgarAa sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksanailagah
kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalatanghundang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependaddk Namun
dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnyauaehingga diatur
melalui perundang-undangan baik Undang-Undang Rémka maupun
melalui Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari pencatatini, adalah
untuk tertib Administrasi kependudukan.

Pencatatan Perkawinan sebagaimana ditentukan ddaal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengagaste
menyebutkan ’ suatu perkawinan sah apabila dilakukanurut hukum
masing-masing agama” . Sama halnya mengenai Ssaperkawinan
ditentukan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bafivperkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islesna dengan Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenpenigawinan”.

Pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 5 Katwa 3*

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardkltm setiap
perkawinan harus dicatat

2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pad@d pglidakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatumdbladang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Noi3dr
Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memdata cara dan
tata laksana pencatatan peristiva penting atau apenc sipil yang
dialami setiap Republik Indonesia, dimana maksudsip&a penting
menurut Pasal 1 angka 17 adalah kejadian yangndiakeh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinaperceraian,

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatampanakahan nama

% Neng DjubaidahPencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicéanurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islgdakarta : Sinar Grafika,2010), him 153
% Ibid, him 219
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dan perubahan status kewarganegaraaan. Pencattawiman bagi
penduduk yang beragama Islam dalam Pasal 8 Undadgrddg Nomor
23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Insiglsksana untuk
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pdokuang beragama
Islam dalam tingkat kecamatan dilakukan oleh pegaeacatat pada
KUA kecamatari’

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, meRuofit
Dr. Bagir Manan, adalah untuk menjamin ketertibarkum yang
berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kehardahukum,
disamping sebagai salah satu alat bukti perkawifian.

Akibat hukum apabila tidak dicatatkan perkawinamga
mengakibatkan tidak mendapatkannya buku nikah ra&ka berakibat
bagi isteri tidak mempunyai ikatan secara Hukumakiep suaminya
maupun anak yang lahir tidak mempunya ikatan Hulkempada Ayah
kandungnya dan segala urusan yang menyangkut Asinaisi
Kependudukan, penyelesaian harta bersama, mewariguasaan anak,
kewajiban memikul biaya pendidikan anak apabila akapyang
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi pemerikawajiban
memberi biaya penghidupan oleh suami kepada beitaes, isah atau
tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan arangdal usul anak,
termasuk mengenai kewarisan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yangrggn
sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian karemauk
membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanyaktiken dengan
adanya peristiwa itu sendiri, tanpa adanya buktulis berupa Akta
Nikah yang merupakan alat bukti sempurna. Apahiiatis kehidupan
suami isteri berlangsung tanpa adanya Akta Nikakraadanya suatu

sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatamadeepnereka

% Ibid, him 225
% |pid, him 159
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yang beragama Islam untuk mengajukabat nikahkepada Pengadilan
Agama.

2.5  Akibat-akibat hukum dari perkawinan adalah : %’

1. Terhadap pihak suami dan pihak isteri sendiri yaagipa timbulnya
hak dan kewajiban diantara mereka berdua, dan lyaloumereka
dengan masyarakat luas (Pasal 30 s/d Pasal 34 QhHushaiang
Perkawinan).

2. Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinanainbaga
hubungan suami isteri atas harta benda perkawinareka, serta
keadaan harta benda dalam perkawinan (Pasal 2%/d3Pasal 37
ndang-undang Perkawinan).

3. Terhadap mereka berdua sebagai orang tua (ayalbdpmantinya
dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinamekae yang
berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan @rasal 45 s/d
Pasal 49 Undang-undang Perkawinan), tentang kedndakak (Pasal
42 s/d Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan) dan paniatas anak
(Pasal 50 s/d Pasal 54 Undang-undang Perkawinan).

26  Perkawinan Sirri Atau Perkawinan Bawah Tangan.
2.6.1 Pengertian perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan
Istilah "tidak dicatat” tidak sama dengan istilatidak dicatatkan”.
Kedua istilah tersebut mengandung makna yang barbedda istilah
"perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawindu tidak
mengandung unsur ” dengan sengaja’ yang mengirtikgid atau niat
seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannyaapéa istilah
"perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikacaatniat buruk dari
suami khususnya yang bermaksud perkawinannya menideggan

sengaja” tidak dicatatkan.

37 Ibid, himl 44
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Pada "Perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda a@e®ng
perkawinan bawah tangan atau yang dikenal denddahidain seperti
‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikalsirri’, karena yang
dimaksud "perkawinan tidak tercatat” dalam tulisainadalah perkawinan
yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Huklam Igang artinya
adanya calon suami, isteri, wali, dua orang saksi fjab gabul, hanya
yang mengawinkan pihak orang tua pengantin wartia aturan adat
istiadat dan tidak dicatatkan dikantor pegawai p&atcnikah (Kantor
Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor &ataipil bagi non-
Islam). >®

Ibnu Taimiyah menyampaikan bertentang pertanyaaeosang
kepada Syaikhul Islammahimahullah, yaitu mengenai seorang laki-laki
yang menikahi seorang perempuan dengan carshafahahatau nikah
sirri yaitu perkawinan tanpa wali dan tanpa saksighn maskawin lima
dinar, dan ia telah tinggal bersamanya dan telamcarapurinya.
Menurutnya bahwa laki-laki yang menikahi peremptampa wali dan
tanpa saksi-saksi, serta merahasiakannya, meresapikatan para imam,
perkawiana itu bathil. Dan perkawinansirri tersebut adalah jenis
perkawinan pelacur karena tanpa wali dan saksisdfea termasuk
dzawatil akhdanyaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan d
perbuatan tersebut adalahramdilakukan

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kavsawah
tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secasukitalam sebuah
peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ipedkan bagi perkawinan
yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpanenuhi ketentuan
undang-undang yang berlaku, khususnya tentang fa@acaperkawinan
yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat’(2).

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, S.H,, M.H perkewi di

bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakagademengabaikan

3 |bid, him 153
39 Lembar Info seri 51, 2011 : 3

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, 2dsiversitas Indonesia



35

syarat dan prosedur undang-undang, dapat tergiak dilakukan di depan
Kantor Urusan Agama, tetapi dilaksanakan didepanua agam&®

Sedangkan Menurut M.Indris Ramulyo, S.H, perkawidabawah
tangan atau perkawinan yang disengaja tidak di@iatdalah suatu
perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Isladoiesia, memenuhi
baik rukun-rukun ataupun syarat-syarat perkawindatapi tidak
didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah sepettirdi@an ditentukan oleh
Undang-undang Nomor 1 Tahun 19%4.

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap remhun
perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dargawasan pegawai
pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum daandgap tidak sah
dimata hukum. Perkawinan seperti ini dipandang ktidaemenubhi
ketentuan perundang-undangan dan sering kali merka dampak
negatif terhadap istri dan anak-anak yang dinikgdniterkait dengan hak-
hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tamtpemenuhan hak-
hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. IS@lnatutan akan sulit
dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmkgwanan yang sah.
Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, dlagpakat bahwa
pernikahan harus dicatatkan secara resmi padagistang berwenar.

Perkawinan sirri ini tidak mempunyai akibat hukwang dapat
diminta pertanggung jawaban dari badan pemerintain yang berwajib,
seperti di pengadilan atau aparat pemerintah yargidnang. Bahkan
perkawinan di bawah tangan atau sirri ini tidakatapgugat cerai didepan
pengadilan. Hak dan kewajiban dari suami atauilstxk dapat ditagih di
depan pengadilan atau aparat pemerintah yang bangéh

Sejalan dengan uraian di atas, maka MUI berfatwa :

40 Wahyono Darmabratdjnjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentagr&wvinan

Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaancsia 2 (Jakarta : Gitama Jaya,
2003) him 102

1 M.ldris Ramulyo (b)Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undangang Nomor 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islacet. 1 ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996), him 152

2 Neng Djubaidah, Op.Cit, him 212
“ Ibid, him 218.
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“Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telgdenuhi syarat
dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan nawdhatau dampak

negatif”**

2.6.2 Faktor penyebab terjadinya atau dilangsungkannya perkawinan
dibawah tangan.

a. Adanya keabsahan dan di benarkannya perkawinamwiahp tangan
menurut Hukum Agama.

Dilihat dari hukum Islam, maka masalah perkawidabawah tangan
selain sah dan dibenarkan oleh hukum agama, jugkawman

dibawah tangan dianggap lebih baik daripada hidersama tanpa
ikatan perkawinan yang sah (samenleven) atau denganelihara
isteri-isteri peliharaan, sebab kedua hal ini dgapy sama dengan
berzinah, dengan mana zinah dalam hukum Islam terkn@osa besar.

b. Ketidaktahuan hukum.

Bahwa pihak-pihak yang melakukan perkawinan di davtangan
dalam hal ini suami isteri atau salah satu piha@ktdranya tidak tahu
akan status dan akibat hukum dari perkawinan dibataagan yang
mereka lakukan, maka akan menyulitkan yang bersdaagldalam hal
kedudukan anak, waris dan status perkawinan kapamkawinan
tersebut tidak diakui oleh Negara.

c. Tidak adanya alasan dan syarat-syarat untuk medakpéligami
Walaupun hukum perkawinan islam membuka kemungkinatuk
melakukan poligami bagi seorang suami, tetapi tatakerarti bahwa
poligami tersebut biasa dilakukan dengan sekeherddk karena
Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksagaamelah
menentukan, bahwa seorang suami diperbolehkan ietisteri lebih
dari seorang, bila mana telah diberikan izin oleimgadilan setelah
dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain ahdahdanya

persetujuan dari isteri terdahulu.

4 Fatwa MUI, 2011
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d. Kurang tersediannya jumlah pegawai agama
Faktor lain yang menunjang dilangsungkannya penkawidibawah
tangan dikarenakan masih adanya kesulitan untuk dapatkan
pelayanan yang wajar dari instansi pendaftarangiatan perkawinan,
terutama karena kurangnya jumlah pegawai agama yersgdia
terutama diluar jawa, bahkan ada kecamatan yangumbel
mempunyainya.

e. Lemahnya sanksi hukum yang diancamkan kepada il yang

melangsungkan perkawinan dibawah tangan.

2.6.3 Dampak dari perkawinan sirri atau bawah tangan :*°
a. Terhadap Istri
Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugdginstri dan
perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.
1) Secara hukum :

a) Tidak dianggap sebagai istri sah

b) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suamiiik
meninggal dunia;

c) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadirgisahan,
karena secara hukum perkawinannya dianggap tidakape
terjadi;

2) Secara sosial:

Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yangakog&hn

perkawinan bawah tangan sering dianggap telah d@nggrumah

dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias guhkebo) atau
mereka dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

5 Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuanling@n- tersedia di :www.lbh-

apik.or.id/fact51-bwh tangan.htr(l7 September 2011).
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Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinamhbdangan
menurut hukum negara memiliki dampak negatif b&gus anak yang
dilahirkan di mata hukum, yakni:

1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai aiukk tsah.
Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan tperda
dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidaémpunyai
hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan R&sal
Undang-Undang Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalaktia
kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai arak Hikah,
sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melalmyean
Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah tidak
tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangadafaen
secara sosial dan psikologis bagi si anak dan guny

2) Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, miabgtkan
hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehibgga saja,
suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak terselaldah anak
kandungnya.

3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak diaya
kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan gahmya.

. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau miangbagi diri

laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengeorang

perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dieera:

1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawie®elsmnya
yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimatarhuku

2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibanny
memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepadak-a
anaknya

3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-giisan dan

lain-lain
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Yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangaials terjadi,

yaitu : *°

1) Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat memiauktik
terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat ajakgn
permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan )nketada
Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam pasal 7amhn
Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkendangan:

a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;

b) Hilangnya akta nikah;

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salahsyatat
perkawinan;

d) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Unddmgl
Tahun 1974 tentang perkawinan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974. Artinya, bila ada salah satu #atima
alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka dagmras
mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilaantsg
Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salatu sdasan
yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimunkghk
itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyetegaiaeraian.
Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasa(blaian dalam
rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebef@msudah
memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Apabitalah
memiliki Akta Nikah, maka harus segera mengurusaAd&elahiran
anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar statak pun sah di
mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anatelah lewat
14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukarebih dahulu

% |bid
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harus mengajukan permohonan pencatatan kelahira leepada
pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, statak-anak
dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.
2) Melakukan perkawinan ulang
Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan me&nu
agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai depgacatatan
perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatdayweran

(KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar adgellsan

status bagi perkawinan. Namun, status anak-anad gdair dalam

perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap setaglaidi luar
kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku stetltadap status
anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang ddangkan.

Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang &sbelum

perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawinaldelya anak

yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebempk sah
yang lahir dalam perkawinan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa penkamwidibawah
tangan masih  belum mengikuti syarat-syarat sahpgakawinan.
Perkawinan yang baik harus sudah memenuhi syasa#isytu, maka
dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajibasinggmasing pihak.
Jadi tidak akan ada yang merasa dirugikan mau jpurtwhgkan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut membuat rakaydebih
cenderung memilih melakukan perkawinan di bawalgdaandari pada
mengikuti peraturan dan undang-undang perkawinamg yaada.
Masyarakat merasa berat karena terlalu banyakdra parus terpenuhi.
Terutama pada masyarakat di daerah-daerah yangdkpendidikannya.
Pada saat ini sering terlihat di masyarakat Indanbanyak melakukan
perkawinan dibawah tangan. Kejadian tersebut mgifibermacam-
macam ada yang melakukan perkawinan di bawah takgena ingin
mempunyai isteri lagi, ada yang melakukannnya katdaya melakukan

perkawinan yang resmi menurut peraturan sangatirdahaerlalu banyak
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aturan, bahkan karena alasan belum yakin dengamgasnya yaitu jika
dikemudian hari mereka tidak ada kecocokan lagi dada akhirnya
berpisah mereka enggan menempuh jalur perceramuokdi pengadilan,
dengan itu mereka lebih memilih tidak perlunya @eat@n yang resmi.

Perkawinan di bawah tangan yang terjadi dalam kedad
masyarakat, adalah suatu perkawinan yang dilakoletnyang beragama
Islam, sebab bagi yang beragama Islam perkawirtap tBpandang suatu
perbuatan keagamaan, yang prosedur atau tata eananys dilaksanakan
menurut hukum Islam, dengan mana hukum perkawinalaml
menentukan bahwa suatu perkawinan dianggap sahilaapsddah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagai herilaalon suami
isteri, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Adanya kesederhanaan dalam prosedur atau tataegkawinan
Islam tersebut diatas, mengingat azas dan sistinkap&an Islam
mengharamkan perzinahan dalam arti setiap hubukgimin di luar
nikah. Tetapi melonggarkan baik perkawinan dalata tara termasuk
syarat dan rukunnya, mau pun dengan memperkengeaaraian dalam
keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam disebutkbwé&epada orang
yang melakukan hubungan kelamin di luar nikahpgihkan dosa besar,
maka dalam Islam perkawinan tidak boleh dipersuttan dipandang
perikatan istimewa, walaupun prosedurnya mudah plaktis namun
cukup untuk melindungi wanita sebagai kaum ibu (@an masyarakat)
yang menentukan mutu generasi selanjuffiya.

Perkawinan dibawah tangan yang terjadi dalam kelaidu
masyarakat, prosedur serta berakhirnya perkawiremseltut sangat
sederhana sekali, berbeda dengan perkawinan ydakulkikn menurut
peraturan yang berlaku sekarang setelah berlakum@ang-undang
Perkawinan. Prosedur perkawinan di bawah tangdkaastelah terpenuhi

syarat dan rukun perkawinan Islam, yakni calon suateri, wali, dua

4" Mohd. Idris RamulyoQp.Cit, hal 77
“8 |sbhat Nikah, Upaya Menjamin Hak Anak dan Peremp(@n-line), tersedia di :
hhtp://kompas.com/kompas_cetak/0609/18/swara/29604¥( 9 Agustus 2011)
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orang saksi, ijab dan gabul, maka dengan persyanatsaja perkawinan
dapat berlangsung dengan sah, tanpa diteliti lelaiulu apakah calon
suami isteri itu sudah ada ikatan perkawinan sebeya. Disinilah letak
pentingnya persyaratan pencatatan perkawinan o&gawai pencatat
nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, Untuk mehgetsecara pasti
status dari calon suami isteri yang akan melandsamperkawinart?

Dengan melihat prosedur perkawinan yang mudah noam
terjadinya perceraian sama mudahnya, pihak-pihakg yleersangkutan
tidak harus mengajukan masalahnya melalui prosegagoian agama,
melainkan cukup hanya dengan pernyataan dari kpthak saja, maka
perkawinan dibawah tangan itu dinyatakan putus,itipggla halnya
apabila pihak-pihak yang bersangkutan ingin merkgibali, maka tidak
harus melalui prosedur atau proses pengadilan agama

Dalam melangsungkan suatu perkawinan diperlukanyadaurat
jin orang tua atau wali. Hal itu dimaksudkan untaoielindungi dan
menjaga keutuhan dari perkawinan yang telah dilamgjsan tersebut,
sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Rgaa tersebut dapat
hidup tenang dan damai. Didalam perkawinan di batsalgan sebelum
melakukan perkawinan tersebut juga memerlukan spetsetujuan dari
orang tua atau wali berkaitan dengan hal itu, madkawinan tadi tidak
mungkin dapat dilangsungkan jika dari salah satumpetai belum
mendapatkan persetujuan dari orang tua atau waliRgaberian kuasa di
dalam perkawinan di bawah tangan itu mempunyai odksagar
perkawinan tersebut dapat dilaksanakan walaupuak tidicatat atau
diumumkan, layaknya suatu perkawinan yang dilakukanara tertib

hukum dan menurut undang-undang tentang perkawfhan.

49 1.
Ibid
*% Najlah Nagiah Problematika Pernikahan Sirri dalam Tinjauan Kepapuanan (On-line),
tersedia di http://bigtimepimpin16.predictblog.com/2007/06/Ieiplematika-pernikahan-
sirri-dalam-tinjauan-keperempuandt7 November 2011)

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, Jd1dversitas Indonesia



2.7
2.7.1

43

Itsbat Nikah
Pengertian Itsbat Nikah.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai petige
itsbat nikah hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal at €3),
menyebutkan bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak tagibuktikan
dengan Akta Nikah, dapat diajukamsbat nikamya ke Pengadilan
Agama”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkahwaitsbat nikah
adalah permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikahr pgekawinannya
tersebut dapat dibuktikan.

Secara terminologi, itsbat berasal dari bahasab Agang
mempunyai arti ‘penetapan’, jadi apabila diartikaenurut terminologi,
itsbat nikahadalah penetapan suatu perkawinan. Itsbat nikadiliakukan
karena berbagai sebab yang menyebabkan suatu peakavtidak
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangambyemaku.

Menurut Drs. Hj ST. Nadirah. , S.H, M.H itsbat aik adalah
penetapan pernikahan tentang keabsahan pernikaangan suami isteri
yang pernikahannya tidak dicatatkan.

Sedangkan menurut Arifin, S.H., itsbat nikah aldat@enetapkan
akad perkawinan yang telah terjadi sebelumnya migd@ngadilan agama,
sehingga perkawinan sah secara huRtim.

Berdasarkan pengertian itsbat nikah diatas dapsimpulkan
bahwa itsbat nikah adalah penetapan perkawinan pgehadilan agama
tentang keabsahan perkawinan pasangan suamiyiateyiperkawinannya
tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

Pada perkawinan sah sesuai Hukum Islam yang tdzkat yang
berakibat hukum sebagai perkawinan yang “ tidak memgai kekuatan
hukum ”, masih berpeluang menjadi perkawinan yaggdkuatan hukum,

asalkan diajukan permohonatsbat nikah kepada Pengadilan Agama,

*1 Hasil Wawancara Penulis dengan ST Nadirah, HakingRdilan Agama Kota Depok, pada

tanggal 28 Desember 2011

*2 Hasil Wawancara Penulis dengan Arifin, Hakim Peliiga Agama Kota Depok, pada tanggal

28 Desember 2011
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tetapi para pelakunya harus dikenakan hukuman btbrledahulu,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayaju(tto Pasal 143 RUU-
HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007. Sedangkan pada pénkaw sah
sesuai Hukum Islam yang tidak dicatat yang beraking&kum sebagai
“perkawinan yang tidak sah”, tidak berpeluang meénperkawinan yang
sah melalui itsbat nikah. Perkawinan tersebut tidakat di-itsbat-kan
karena kedudukan Hukum Perkawinan Islam pada pgadami hanya
berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu sahmgikawinan,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 RUU Perkavamum 1973 dan
Passl 6 CLD-KHI yang menurut pasal tersebut perkawitersebut juga
tidak sah, karena pencatatan perkawinan merupaiah satu rukun
nikah yang menjadi salah satu unsur penentu saperawinan, karena
itu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapaéisbatkan sebab tidak
ada perkawinan batal demi hukum disebabkan oletk wipenuhinya oleh
tidak dipenuhinya unsur pencatatan perkawiian.
2.7.2 Syarat-syarat Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan suatu permohonan untuk rh&asasuatu
perkawinan di hadapan Pengadilan Agama. Bagi yarggama Islam,
namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawiramgen akta nikah,
dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetafzanpengesahan
nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun Itsbat Nikah hanya
dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hat terteatiapun syarat
permohonan Itsbat Nikah terdapat di dalam Pasaloimpdlasi Hukum
Islan™?, yaitu :
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta niafg dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denddta Nikah,

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3 Neng Djubaidah, Op.Cit, him 315
>4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesi@Bandung : Citra umbara, 2007), hal 229-230
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(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agaerbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian péacera
b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah sarat
perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyalddg-
Undang No.1 Tahun 1974 dan
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidaknpunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1maBu4.
(4) Yang berhak mengajukan permohonan ltsbat ni&kth suami atau
istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak ydmegkepentingan

dengan perkawinan itu.

2.7.3 Akibat Hukum Itsbat Nikah
Dengan adanya keputusan pengadilan yang mempueiaatan
hukum yang mengikat atau kekuatan hukum yang tetaka berakibat
sahnya suatu perkawinaitsbat nikahtersebut berlaku surut sampai pada
saat perkawinan dilangsungkan.
Akibat dariitsbat nikahtersebut adalah :
a. Pemohon mendapatkan Akta Nikah.
Dimana dengan adanya Akta Nikah pengurusan Admasistdapat
berjalan sesuai Hukum Indonesia sampai keperluans@eadan Harta
Gono Gini dalam Perkawinan.
b. Anak-anak yang lahir dapat dibuatkan Akta Kelahirgpabila dalam
perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak.

2.7.4.1 Perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 dapat dimintakan
[tsbat nikah.
Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan hukum ydagat

dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum adalabilapperbuatan
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hukum itu dapat dibuktikan dengan jelas dan pashntuk dapat

membuktikan kebenaran adanya perkawinan yang tefgdi maka dapat
dilihat dari alat bukti yang ada. Alat bukti yandaabiasanya adalah
berupa alat bukti saksi dan alat bukti tertuligt abukti tertulis bagi suatu
perkawinan yang berlaku di masyarakat sebagai tdesil kewajiban

pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang diblelt Pegawali

Pencatatan Perkawinan. Adapun alat bukti saksidalaatu perkawinan
dapat juga diterima tetapi tidak dapat menjamimkgsungan pembuktian
atas perkawinan. Hal ini dikarenakan saksi-saksetait suatu waktu
tidak ada yang bisa terjadi karena saksi terselerimggal dunia atau
hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Oleleraritu alat bukti

tertulis sangatlah penting.

Namun ada kalanya perkawinan yang telah terjaditellain sesuai
dengan ketentuan hukum agama dan telah dianggagesana materil
menurut hukum agama, tidak dapat dibuktikan kelzndari perkawinan
tersebut yang dikarenakan perkawinan tersebut tdekiliki alat bukti
tertulis yang menerangkan telah terjadinya suattkgwanan. Maka
dengan tidak adanya bukti maka kedudukan Hukunteryah baik untuk
si isteri maupun kedudukan anaknya dan masyarakgiatd saja
menyangkal adanya perkawinan tersebut. Oleh katenmtuk mengatasi
tidak adanya bukti tertulis maka Pengadilan Agarmausaha membantu
masyarakat untuk memperoleh bukti tertulis yangatiapembuktikan dan
mensahkan perkawinannya mereka. Pengesahan pesakawengadilan
agama adalah berupa itsbat nikah dan dituangkamdaéntuk penetapan
pengadilan yang dapat menjadi suatu alat buktilisratas perkawinan.

Itsbat Nikah merupakan suatu permohonan untuk rhé&asasuatu
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan terjadinygkpwinan dengan
akta nikah di hadapan Pengadilan Agama. Dapat m#ayapermohonan
itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikahyladpangadilan Agama.
Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila ar&an dengan hal-
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hat tertentu, adapun syarat permohonan Itsbat Nikedapat di dalam

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nykatty dibuat

oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengéta Nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3 lItsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agaenbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a.
b.

C.

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaia®e@ean
Hilangnya Akta Nikah

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya safhsyarat
perkawinan.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakudgdang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
No.1 Tahun 1974.

4. Yang berhak mengajukan permohonan lItsbat nikath ialaami

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihgkng

berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam Butir (d) yang berbunyi disyaratkan Adanyakpwinan

yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nbahun 1974,

namun kepastian hukum perkawinan terhadap si ist@n anak yang

dilahirkan Pengadilan Agama mempunyai pendapatkumtenerima atau

mengabulkan permohonan itsbat nikah karena mengiegpih kepada

alasan asas kemanfaatan daripada kemudaratannya..

2.7.4.2 Akibat hukum setelah dilakukannya itsbat Nikah.
Pada suatu perkawinan yang tidak memiliki akta mikarena

suatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataughak pihak yang
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berkepentingan dengan perkawinan apabila sangatbotahkan alat
bukti atas perkawinannya yang telah berlangsungatdagiajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama agar dibuaiaetgpan itsbat
nikah yang dapat membuktikan dan mensahkan suakawi@an yang
telah terjadi. Menurut penjelasan Bapakifin, SH> karena itsbat nikah
mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu :

1. untuk membuktikan bahwa memang benar terjadi suatu
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorangnmeuan
serta untuk mensahkan suatu perkawinan yang telah
dilangsungkan tersebut.

2. karena dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan
pengesahan pembuktian perkawinan maka itsbat g
berfungsi sebagai pengganti akta nikah.

3. karena merupakan pengganti akta nikah dan dapat
dipergunakan sebagai pembuktian dan pengeshanvped
maka berfungsi pula sebagai suatu alat bukti yahg s

Itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan piargadama.

Dasar hukum dari kewenangan pengadilan agama dat@mangani
masalah itsbat nikah diatur dalam Pasal 49 ayanl2lUndang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danndgdanjelasan
Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Peradilaanmig
Pada pembahasan mengenai fungsi itsbat nikah thlahikan

bahwa itsbat nikah berfungsi untuk menmbuktikan weahsuatu
perkawinan memang benar terjadi yang sekaligus jogangsahkan
perkawinan tersebut san berfungsi pula sebagaigaerigakta nikah. Akta
nikah merupakan suatu akta otentik yang mempunyakudtan
pembuktian lahir, formil, dan materil. Oleh kareitgbat nikah berfungsi
sebagai pengganti akta maka itsbat nikah mempumdidukan hukum
yang sama dengan akta nikah sehingga juga mempuslaiatan
pembuktian seperti yang dimiliki oleh akta nikalitya

%5 Arifin, Wawancara dengan Penulis, Pengadilan Agista Depok, Depok, 28 Desember 2011.
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1. Kekuatan pembuktian lahir
Dimana jika dilihat dari lahirnya itsbat nikah hardiperlakukan
sebagai alat bukti yang sah karena merupakan Rameta
Pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian formil
Bahwa para pihak yang bersangkutan mengakui telambuat
pernyataan seperti yang tertera dalam penetapaat itsikah.
Disini berarti dengan adanya itsbat nikah maka kilyang
bersangkutan mengakui bahwa mereka lah yang membuat
peryatakan tersebut.

3. Kekuatan pembuktian materil

Bahwa para pihak yag bersangkutan mengakui apa jelab
dinyatakan dalam penetapan itsbat nikah memangr denadi.
Oleh karena itu maka perkawinan yang dinyatakanandal
penetapan itsbat nikah memang benar telah tergdidthyatakan
sah menurut hukum.

Dapat disimpulkan akibat hukum setelah dilakuka@nitgbat nikah
terhadap pihak suami dan pihak isteri maka perkamvimereka akan sah
dan dokumen untuk urusan administrasi bagi pasataigm terpenuhi dan
dapat dibuktikan dan telah sah perkawinan bagi mulagama maupun
negara, maka timbulnya pula hak dan kewajiban drantereka berdua
dan juga terhadap harta benda yang ada dalam peddan hubungan
kewarisan diantara keduanya dan hubungan antarg) dtea dan anak.
Misalnya tentang kedudukan anak, dan perwalianatak dan juga guna

kepentingan administrasi seperti pengurusan Aktal{mn.

2.7.4.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota
Depok dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah

DESKRIPSI KASUS
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Penulis akan menguraikan kasus hukum yang merupakgek
penelitian, untuk mengetahui analisis hukum danepapanitsbat nikah

pada Pengadilan agama Jakarta Selatan dan Kot&Depo

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
a. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

03/Pdt.P/2005/PA.JS

Pada kasus ini Hj. RASIMAH binti KASIM MARJUKI, umur
65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tarigggat tinggal
Perumahan Tanjung Barat Indah JI. Teratai XVII Blvk12,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, tdakafatan,
selanjutnya disebut “PEMOHON".

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8tMar
2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadAgama
Jakarta Selatan dengan register nomor 03/Pdt.PIRB0S telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggaR9 Juli 1954 telah dilangsungkan pernikahan
secara agama Islam antara Pemohon dengan almaréumai
Taib bin Taib Sutan Maradjo di wilayah Kantor Umsggama
Kecamatan Tanah Abang, dengan wali orang tua kapdun
dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar 25usan t
dan dengan dihadiri oleh orang-orang yang telahadavantara
lain Drs. Iskandar Kasim dan Fauzi;

- Pada akad nikah dilangsungkan Pemohon berstaiilis gan
almarhum berstatus perjaka;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 8 gp@h) orang
anak yang bernama Harisnawati umur 58 tahun, Herlumur
49 tahun, Rose Frida, SH umur 47 tahun, Pandoarr d&u

tahun, Fien Hermini, SH umur 43 tahun, Elvira umdrtahun,
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Silvana umur 40 tahun, Shelvy Noah, SH umur 24riahu
Sejak menikah antara Pemohon dengan almarhungdisgat
ini belum pernah mendapatkan surat nikah;

Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Sedatalah
untuk memohon disyahkan pernikahan antara Pemoéogah
almarhum kepentingannya adalah untuk mengurus yensi
sendiri sebagai Veteran;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemobbonm

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk

menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1)
2)

3)

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhag y
dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1954 dengan eadih
kandung Pemohon,;

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peratura
perundangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukamoRon

telah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakam@gonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

1

Bukti surat :

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya Remo

telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa;

1) Foto copy surat keterangan kematian warga negara
Indonesia  tertanggal 18 Oktober 2004 nomor
78/1.755.01/X/2004 sari Lurah Kampung Bali, Jakarta
Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya diberi t&hiia

2) Foto copy Petikan Surat Keputusan nomor 70/03/31/A-
VIII/X1/1989, tentang pemberian tunjangan Veteran
Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemierirdaa
34 tahun 1985 dari Dirjen Personil Tenaga Manusia d
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Veteran tertanggal 6 Desember 1969, setelah diéacok

dengan aslinya diberi tanda P.2;

3) Foto copy Karsip (Kartu Identitas Pensiun) atas aam
Herman Taib tertanggal 4 Maret 1990, setelah dikkeo
dengan aslinya diberi tanda P.3;

2. Bukti saks :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemolaga telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Drs. Iskandar Kasim bin Kasim Marjuki, dibawah sanp
menerangkan sebagai berikut;

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan
almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo karena
saksi adalah adik kandung Pemohon;

2) Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin
Taib Sutan Maradjo adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum
Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo belum pernah
bercerai;

4) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum
Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo saksi ikut
menyaksikan pernikahan tersebut, disamping itu juga
disaksikan oleh orang banyak;

5) Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon denga
almarhum Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo adalah
ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar

25 sen tunai;
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6) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum
Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo berstatus gadis
dan perjaka,;

7) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum
Herman Taib bin Tain Sutan Maradjo belum pernah
bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

b. Fauzi bin H. Salman di bawah sumpah menerangkan
sebagai berikut;

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun almarhum
Herman Taib bin Tailb Sutan Maradjo karena
bertetangga;

2) Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin
Taib Sutan Maradjo adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

3) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum
Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo saksi ikut
menyaksikan pernikahan tersebut, disamping itu juga
disaksikan oleh orang banyak;

4) Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon denga
almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah
ayah kandung Pemohon Kasim Marzuki, dengan mahar
25 sen tunai;

5) Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum
Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo berstatus gadis
dan perjaka,;

6) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum
Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo belum pernah

bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
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TENTANG HUKUMNYA,;
Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon adalah selmuai
tersebut diatas adalah pernikahan yang dilakukah pemohon
dengan laki-laki atau suaminya yang bernama Almarkierman
Taib bin Taib Sutan Maradjo pada tahun 1954 dittsbra karena
sejak pernikahan Pemohon dengan suaminya belumalpern
menerima surat nikah atau surat lain yang kedudukarsama
dengan surat nikah untuk keperluan mengurus pengataran
yang sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Huklam lyaitu
pada Pasal 2 yaitu Dalam hal perkawinan tidak ddpatktikan
dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahngaPlengadilan
Agama dan pada Pasal 7 ayat 3 (d) yaitu adanyawéaran yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang NomorHumd 974.
Pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan almarhum
Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo sebagaimanadepada
yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 dan keteranganatang saksi
di bawah sumpahnya yang intinya menguatkan pernehon
Pemohon oleh karenanya pernikahan tersebut tidelertangan
dengan syarat yang rukun nikah, karena itu patwyatakan sah
menurut hukum, hal ini tidak bertentangan dengaksond Pasal 7
Komplikasi Hukum Islam serta sejalan dengan pendajfama
Figh dalam Kitab I'anatut Thalibin juz 1ll hal. 30gang artinya:
“Diterima pengakuan seorang perempuan yang bakghbdrakal
atas pernikahannya, bahwa pernikahan itu hak sigtmi maka

ditetapkan pengakuan tersebut.

ANALISISHUKUM;

Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Agama Jakaetate®
Nomor 03/Pdt.P/2005/PA.JS, yaitu ;

1 Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan Alomar

Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo suaminya adaki
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menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam yang sesua
dengan Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahangyan
dilakukan sebelum tahun 1974 vyaitu tahun 1954 danan
Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 belum
berlaku dan dilaksanakan menurut Agama Islam dinsgaeat-
syarat sah dan rukun menjalankan suatu perkawiramurat
agama Islam terpenuhi dengan adanya persetujuara kezlah
pihak, mahar (mas kawin), tidak melanggar larangan
perkawinan dan terpenuhinya rukun untuk melaksanaka
perkawinan yaitu adanya calon Suami, calon Ist@dianya
Wali, adanya dua orang saksi dan ijab kabul.

2 Syarat agar suatu perkawinan dapat di itsbatkangukaitu :
Sejak pernikahan pada tahun 1954 Pemohon denganirsiaa
belum pernah menerima surat nikah atau surat langy
kedudukannya sama dengan surat nikah dikarenakaekae
menikah belum lahirnya Undang-undang tentang Palnaik
pada tahun 1974. oleh karena itu sejak tahun 19%dpai
dengan saat ini pernikahannya belum tercatat seemmi.
(Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasalau
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denddaa
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadigama
dan pada Pasal 7 ayat 3 (d) yaitu adanya perkawyaag
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor huiia
1974), guna untuk keperluan pengurusan adminisp@ssiun
Veteran.

3. Permohonan itsbat nikah pemohon dikabulkan kasymarat-
syarat terpenuhi baik dari bukti tertulis dan busaksi yang

disumpah.

Menurut penulis hasil penetapan hakim Pengadilamnfey

Jakarta Selatan tepat dalam memutuskan itsbat mikaRasimah
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dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinartddieum
Islam serta telah memenuhi Peraturan dengan sypaedt itsbat
nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Gehpiasi
Hukum Islam. Apabila perkawinan Hj. Rasimah tidakstatkan
maka akan berakibat perkawinan Hj. Rasimah dendarmarhum
Herman Taib tidak dianggap sebagai istri sah damagum
Herman Taib, dengan itu maka tidak berhak atasalgoho gini
dan warisan dari almarhum Herman Taib. Sama hattefagan
kedelapan anaknya yang dilahirkan Hj.Rasimah diapggebagai
anak tidak sah. Konsekuensinya, kedelapan anagbigrdhanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keludrga
Artinya, Kedelapan anak tidak mempunyai hubungarkuhu
terhadap ayahnya, Herman Taib. Di dalam akta kelahya pun
status kedelapan anak dianggap sebagai anakikadr, sehingga
hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.dekjgelasan
kedelapan anak yang dilahirkan Hj. Rasimah di mhlk&um,
mengakibatkan hubungan antara ayah, Herman Tailm da
kedelapan anaknya, tidak diakui, sehingga kedelapaak-anak

itu dianggap bukan anaknya Herman Taib.

. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
10/Pdt.P/2007/PA.JS

Kasus Posis Khadijah Azhari alias Ayu Azhari binti H.
Abdullah Azhari, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, Agama
Islam, bertempat tinggal di jalan Batu Merah I/43[. 005/02,
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggkarta
Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Secarpiandy, SH, Rasianto Ghozali S. SH, Advokadi da
“Secarpiandy, SH & Partners”, yang berkedudukan jalan
Warung Buncit Raya Nomor : 24 Jakarta Kode Pos @251
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Jan0@w, 3/ang
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terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jak&w#datan
Nomor : 43/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 7200
selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”

TENTANG DUDUKNYA PERKARA,;

Pemohon mengajukan permohonannya dengan suratnya

tertanggal 30 Januari 2007 dan telah terdaftar apafiteraan
Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan padat&egsmor :
10/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30 Januari 2007, detgabahan
dan perubahan olehnya sendiri dihadapan sidany te¢sngajukan

hal-hal sebagai berikut :

Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama

Islam dengan seorang laki-laki bernamiée Tramp bin Ole

Trampeniu, umur 46 tahun, Agama lIslam, Warga Negara

Denmark, pada hari AHADtanggal 25 Me 2003, dengan

Wali ayah kandung Pemohon yang bernama H. Abdullah
Azhari, dengan mas kawin seperangkat Alat Shoktelmpat

di Apartemen Simpruk jalan Sultan Iskandar Jak&e#atan,
dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi darargel
Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini perkawinasetant
belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaima
mestinya;

Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah menikah wenga
almarhum Wisnu Djodi Gondokusomo bin Drs. Wisnu djo
G, tetapi telah putus karena perceraian dengan s&utu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 643/Pdt/BAJS

tanggal 8 Nopember 1994, sesuai Akta Cerai Nomor

700/AC/1994/PA.JS tanggal 8 Desember 1994;
Bahwa setelah bercerai dengan almarhum Wisnu iDjod
Gondokusomo Pemohon juga telah menikah secara Islam

dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Y usuahibr,
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Agama Islam, Warga Negara Firlandia, dan perkawinan
tersebut juga tidak tercatatkan pada Kantor Uruagama.
Selama perkawinan Pemohon dengan Muhammad Yusuf
Ibrahim telah mengalami tiga kali Talak, sedangakatetiga
terjadi di kota Paris, pada sekitar bulan Agust889ldengan
disaksikan oleh ayah Pemohon almarhum H. Abdullaha#i;
Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Wikenp
telah lahir seorang anak perempuan bernama Isaliet M
Tramp yang sekarang telah berumur 1,5 (satu sdigtajaun;
Bahwa karena keinginan Pemohon bersama suami lieemo
untuk menjadikan perkawinan tersebut sah menurkurnu
Indonesia dan demi melindungi kepentingan hukumkana
Pemohon, maka Pemohon bermaksud mensahkan dan
mencatatkan perkawinan Pemohon menurut hukum yang
berlaku;

Bahwa untuk melakukan pengesahan dan mencatatkan
perkawinan yang telah dilangsungkan terdahulu, nmsakami
Pemohon telah melakukan pengurusan di Kedutaan Benm
dimana menurut peraturan Negara Denmark setiap angag
dilarang apabila mempunyai hubungan perkawinan ateng
pihak lain, untuk menikah lagi tanpa seijin neggeatibukti

P.3);

Bahwa berdasarkan perkawinan Pemohon agar sahartik
yang bernama lIsabel Mike Tramp dinyatakan sah noénur
hukum negara Indonesia untuk itu kami ajukan peonah
Penetapan pernikahan kepada Ketua Pengadilan Admaga
Selatan atau Majelis Hakim yang menangani perkaia i
kiranya memutuskan sebagai berikut;

1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2) Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan

suami Pemohon;
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3) Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar
Minggu untuk mencatat perkawinan tersebut;

4) Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemdtedir
sendiri dan didampingi kuasanya telah menghadqeiidangan,
telah menyampaikan keterangan dan pemjelasan atas
permohonannya, telah menyampaikan surat-surat bséria
mengajukan saksi-saksi;

1. Bukti surat:

Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telamdterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang terdiri;

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khadijah
Azhari dengan Nomor : 09.5304.591171.7008. (bukt);P

2) Foto copy Akta Cerai atas hama Pemohon dengan nomor
700/AC/1994/PA.JS, tertanggal 8 Desember 1994 (bukt
P.2);

3) Foto copy Surat Keterangan tentang Keabsahan untuk
menikah atas nama Tn. Mike Tramp, tertanggal 1@akan
2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Denmark (bRld);

2. Bukti saksi :

bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannyakana

Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masin

bernama:

a. Nama Muhammad Hadi bin Abdullah, umur 49 tahun,
agama Islam, bertempat tinggal di jalan Salam NB.R.
007/006 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, sebagai saksi I; telah mekaver
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keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebaga

berikut :

1) Bahwa saksi dengan Pemohon, karena saksi adalah
tetangga Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Pasar
Minggu;

2) Bahwa seingat saksi Pemohon menikah dengan Mike
Tramp di Apartemen Simpruk Jakarta Selatan, pada ha
Minggu, tanggal 25 Mei 2003, jam 10 pagi;

3) Bahwa sepengetahuan saksi Mike Tramp beragama
Islam, karena saksilah yang bertindak menuntunnya
untuk menjadi seorang Islam sekitar setengah jam
sebelum akad nikah berlangsung;

4) Bahwa yang bertindak sebagai Wali dan sekaligus
menikahkan Pemohon dengan Mike Tramp adalah ayah
Pemohon yang bernama H. Abdullah Azhari;

5) Bahwa saksi mengetahui ljab kabul yang diucapkan
pada saat itu, dengan menjabat tangan Mike Tramp
ayah Pemohon mengucapkan “Saya nikahkan anak saya
Khadijah Azhari binti Abdullah Azhari dengan Mike
Tramp bin Ole Trampeniu dengan mas kawin
seperangkat alat sholat”, dan langsung dijawab “Ya”
Oleh Mike Tramp;

6) Bahwa selain saksi yang hadir pada acara akad nikah
tersebut hadir pula adik-adik Pemohon, yaitu Sarah,
Rahmah, Abdul Halim dan terdapat beberapa orang
lagi;

b. Nama Abdul Halim bin Isha, umur 41 tahun, agamants|
bertempat tinggal di jalan Pejaten Timur, Rt. 004/0
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, sebagai saksi Il telah memberikan
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keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebaga

berikut :

1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi
adalah kakak sepupu Pemohon. Benar Pemohon telah
menikah dengan Mike Tramp, pada hari Minggu,
tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 11 siang, bertdrdpa
Apartemen Simpruk, Jakarta Selatan;

2) Bahwa pada saat itu status Pemohon adalah jandia cer
sedangkan status Mike Tramp saksi tidak
mengetahuinya. Dan pada saat itu Mike Tramp telah
menjadi muslim sekitar setengah jam sebelum akad
nikah berlangsung;

3) Bahwa saksi mengetahui ljab kabul yang diucapkan
pada saat itu, dengan menjabat tangan Mike Tramp
ayah Pemohon mengucapkan “Saya nikahkan anak saya
Khadijah Azhari binti Abdullah Azhari dengan Mike
Tramp bin Ole Trampeniu dengan mas kawin
seperangkat alat sholat”, dan langsung dijawab “Ya”
Oleh Mike Tramp;

4) Bahwa benar saksi bertindak sebagai saksi pada saat
Pemohon menikah dengan Mike Tramp, dan saat itu
hadir pula ibu Pemohon, Sarah, Rahmah, dan Ustad
Muhammad Hadi dan beberapa orang;

bahwa mengenai status pernikahan Pemohon sebeludemgan

seorang laki-laki warga negara Firlandia yang bhaaa
Muhammad Yusuf Ibrahim alias Teemu yang juga tidalatatkan

pada Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, makehea

menyatakan bahwa telah terjadi Talak yang berlamgsekitar

bulan Agustus 1999, bertempat di kota Paris danitsadisaksikan

oleh ayah Pemohon;
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bahwa oleh karena ayah Pemohon yang telah menwgaksik
terjadinya peristiwa jatuhnya Talak yang ketigaasamtPemohon
dengan Muhammad Yusuf Ibrahim pada saat ini telehinggal
dunia, sedang Pemohon tidak menjatuhkan alat daktnya.
Maka untuk membuktikan terjadinya peristiwva Talakséebut,
maka Majlis menjatuhkan putusan Sela dengan metabrkepada

Pemohon untuk bersumpah dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM;

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a), N@haindang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atdangn
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama&ka
perkara ini merupakan Absolut Pengadilan Agama;

b Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah
menyampaikan keterangan tambahan dan penjelasan ata
permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan
mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkasi-saksi
serta bersumpah dihadapan sidang;

c. Berdasarkan pengakuan Pemohon dihadapan sidanguga
sebagai tertera dalam Surat Bukti P-2, yang beAkta Cerai
Nomor : 700/AC/1994/PA.JS, tanggal 8 Desember 18%ka
secara Yuridis Formil, Majlis telah menemukan fak&hwa
Pemohon adalah Janda Cerai dari Wisnu Djodi Gorgloko
bin Drs. Wisnu Djodi dan menurut hukum termasuk wean
yang tidak ada larangan untuk menikah;

d. Mengenai pernikahan kadua Pemohon dengan selatargki
warga negara Firlandia bernama Muhammad Yusuf ifrah
yang juga tidak pula tercatat oleh pejabat berwgn&edang
berdasarkan pengakuan Pemohon menyatakan telabrdierc
dengan Talak ketiga, yang terjadi pada sekitarrbélgustus
1999, di kota Paris dengan disaksikan oleh ayahoRem
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telah dikukuhkan dengan sumpah Pemohon dihadagangsi
Oleh karena itu Majlis berpendapat bahwa menuruim
Islam Pemohon adalah Janda talak ketiga dari Mulainm
Yusuf Ibrahim, dan menurut hukum Islam setalah ammasa
Iddah, maka Pemohon terlarang untuk menikah lagigae
lelaki tersebut. Dan menjadi Halal dinikahi olefale lain;
Pengakuan Pemohon yang menyatakan telah metakuka
perkawinan dengan seorang lelaki bernama Mike Tramp
Ole Trampeniu, warga negara Denmark, umur 46 tadgeama
Islam, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, baget di
Apartemen Simpruk, jalan Sultan Iskandar, Jakaetat&n,
sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon bernama H.
Abdullah Azhari, dengan mahar seperangkat alaashdéngan
disaksikan beberapa orang saksi dan keluarga Pemoho
Saksi H. Muhammad Hadi bin Abdullah dan Abdulldhlim
bin Ishak, yang dengan alasan sumpah menyatakdmyaba
pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jEdnpagi,
telah menyaksikan ayah kandung Pemohon H. Abdullah
Azhari, melakukan akad nikah dengan memegang taMgaan
Tramp dan mengatakan sebagai berikut “Saya nikalalkaik
saya Khadijah Ahzari binti H. Abdullah Azhari demg®like
Tramp bin Oleh Trampeniu dengan mas kawin sepeedrajét
sholat tunai”, dan saat itu juga Mike Tramp menkata
menerima;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majlis berppatldbahwa
pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan g dai-
laki bernama Mike Tramp bin Ole Trampeniu telah reeahi
rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagai tersdalam
Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukuamisl
Oleh  karena itu pernikahan tersebut DAPAT
DINYATAKAN SAH menurut hukum lslam, dan telah
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sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undadgam
nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukunmmisla
Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon deng&e WMiamp

bin Ole Trampeniu, warga negara Denmark adalah pa&an
perkawinan Campuran. Dan oleh karena perkawinzselet
undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus
dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan Indanesi
Untuk menjamin ketertiban pelaksanaan perkawirzagi
masyarakat pada umumnya, maka sesuai ketentuahn2Paszt

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal mpilasi
Hukum Islam, maka setiap perkawinan harus dicateh o
Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh kaitena
Majlis memerintahkan kepada Pemohon untuk segera
melaporkan perkawinan tersbebut yang sesuai buktiyRitu
kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agam
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Maka permohonan Pemohon agar diistbatkan / agitetn
Sahnya perkawinan Pemohon dengan Mike Tramp bim Ole
Trampeniu, yang berlangsung pada hari Minggu, 252083,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dan dengen
kawin seperangkat alat sholat, sepatutnya dapabdikan;

TENTANG HUKUMNYA;

Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon adalah Pentelatn

melangsungkan perkawinan secara Agama Islam desg@mang
laki-laki bernama Mike Tramp pada tahun 2003 dajissbatkan

karena hingga saat ini perkawinan tersebut belwatalkan pada

Kantor Urusan Agama sebagaimana mestit§aenakeinginan

Pemohon bersama suami Pemohon untuk menjadikaavpeikn

tersebut sah menurut hukum Indonesia dan demi chel

kepentingan hukum anak yang telah lahir pada t&00% yaitu
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Isabel Mike Tramp untuk dinyatakan sah menurut hukwegara
indonesia. Maka dengan itu pemohon bermaksud mkasatan
mencatatkan perkawinan Pemohon menurut hukum yarigkio,
dengan mengacu pada Pasal 7 ayat 2 yang berbwatgmDhal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta njkalapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama daia ggat 3 (e)
Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilaikokoleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanurmén
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pernikaharg ya
dilakukan Pemohon sebagaimana terurai pada yanguwhg bukti
tertulis P.1, P.2, P.3 dan keterangan dua orangi shikbawah
sumpahnya yang intinya menguatkan permohonan Pemoleb
karenanya pernikahan tersebut tidak bertentangagatie syarat
yang rukun nikah menurut Agama Islam, karena ituutpa

dinyatakan sah menurut hukum.

ANALISISHUKUM;

Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Agama Jakagtata®

Nomor 10/Pdt.P/2007/PA.JS, yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dengan Nirkenp
suaminya adalah sah menurut Hukum Islam yang shiadkan
menurut Agama Islam dimana syarat-syarat sah d&onru
menjalankan suatu perkawinan menurut agama Islgrerighi
dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, n{ates
kawin), tidak melanggar larangan perkawinan dapeteuhinya
rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu adanyanca
Suami, calon Isteri, adanya Wali, adanya dua osakgi dan
ijab kabul.

2. Syarat agar suatu perkawinan dapat di itsbatkaty yeerjadi
pada kasus pemohon yaitu dalam hal perkawinan Yidag
dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukabat
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nikahnya ke Pengadilan Agama dan Pada perkawinag ya
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

karena pomohon melakukan pernikahan secara Agalara,|s

walaupun syarat dan rukun untuk melakukan perkawtakah

terpenuhi  tetapi dalam hal pembuktian Pencatatan

perkawinannya tidak terpenuhi karena pemohon tidak

mencatatkan perkawinannya sebagaimana seharusnya.

(Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada ayataf gada
Pasal 7 ayat 3 (d)), pemohon ingin pengesahaniadrannya
dengan jalan itsbat nikah dikarena dalam perkawut@amgan

Mike Tramp telah lahir seorang anak perempuan yemgama

Isabela Mike Tramp pada tahun 2005 yang membutuhkan

pengesahan statusnya secara sah sesuai hukumsiadone

3. Permohonan itsbat nikah pemohon dikabulkan kasyarat-
syarat terpenuhi baik dari bukti tertulis dan busadksi yang
disumpah.

Menurut penulis dalam kasus ini telah terjadi suatukawinan
dibawah tangan setelah berlakunya Undang-undankpwaran.
Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut karetelals
dilakukan pemeriksaan ternyata dalam perkawinarekaetidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketenpeaaturan
perkawinan yang berlaku. Menurut penulis hasil pegpen hakim

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepat dalam rmekaurt itsbat

nikah Pemohon dan telah sesuai dengan Undang-undang

Perkawinan dan Hukum Islam serta sesuai dengantuPama
dengan syarat-syarat itsbat nikah dalam Kompilagkuth Islam

dimana semua bukti dan syarat-syarat telah terpeyaitu dimana

Hakim memutuskan mempunyai kekuasaan absolut untuk

memutuskan setiap Penetapan dengan pertimbangamipargan
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bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan dalaendadilan. Hal
ini sesuai pada saat penulis melakukan wawancargadehakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni Menurut efssgn
Bapak Mardanis Darja, SH.® “jtsbat nikah merupakan
pengukuhan secara hukum negara. Pengukuhan indditdengan
akta pernikahan. Akta ini penting dan memiliki katan hukum
guna pembuktian legalitas baik pernikahan itu sgndeorang
anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan seet@bagian
warisan atau harta gono-gini selama perkawinahetltangsung”.
Lalu ia menambahkan “ pada perkawinan Khadijah Azhbas
Ayu Azhari dengan Mike Tramp dilihat dari aspek dsyarat
permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tieladapat hal-
hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dadagka
penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, dtga tentang
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, atimya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undandadg No.1
Tahun 1974. Jadi hanya terdapat mengenai perkawyaang
dilakukan tanpa adanya halangan perkawinan menrung&ang-
Undang No.1 Tahun 1974".

Menanggapi mengenai perkara tersebut di atas Renuli
memperoleh informasi yakni dimana Hakim dalam hal i
berpendapat sebagai berikut, bahwa Hakim mengabulka
permohonan itsbat walaupun tidak sejalan dalam|Pasgat 3
Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan adanya bketsan
untuk permohonan itsbat yaitu pada huruf (d) “Adapgrkawinan
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang NDahun
1974”. Karena Menurut salah satu wakil Hakim yadg pada saat

yang sama yakni BapaRuslan SH,* “alasan Hakim mensahkan

*® Mardanis Darja, Hakim, Wawancara dengan penBksgadilan Agama Jakarta Selatan,
Jakarta, 8 November 2011
*" Ruslan, Wakil Hakim, Wawancara dengan penulisgBditan Agama Jakarta Selatan, Jakarta,
8 November 2011.

ltsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, 2dsiversitas Indonesia



68

pernikahan yang dilakukan secara agama yang beloatatkan
dan didaftarkan ke Kantor Urusan agama atau dekgém lain

perkawinan yang dilakukan secara sirri atau baveaigan pada
tanggal 23 mei 2003, yaitu mengitsbatkan perkawiyeamy telah
dilakukan oleh pemohon yakni Khadijah azhari. Sananya

pemohon telah melakukan pernikahan sirri atau batealgan.
Tetapi Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon deegaminya
yang bernama Mike Tramp telah memenuhi rukun dearasy
syarat perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukulamisyaitu

adanya calon suami, calon istri, wali nikah, ijadéndkabul dan
hadirnya dua orang saksi, sampai dengan Pasal 30pikasi

Hukum Islam. Dan telah sejalan dengan ketentuaal Ra&yat (1)

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu pencatagd@pinan

dari mereka yang melangsungkan perkawinannya meagama
Islam, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu pe&rkan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”

Dan karena akibat dari perkawinan antara Pemohaogaste
Mike Tramp telah lahir seorang anak perempuan neanksabel
Mike Tramp, disini alasan utama hakim didasarkareka faktor
sosiologis yaitu asas kemanfaatan dari tujuan hulAsas tersebut
merupakan asas terpenting dalam kasus itsbat m@n&ahakim
mempunyai alasan yang bermanfaat untuk status hw@tasmanak
yang telah dilahirkan pemohon untuk di masa yarapalatang. Di
samping karena faktor normatif yaitu asas kepadtiakum dan
faktor filosofis yaitu asas keadilan. Hal terseblutataslah yang

menjadi alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat.

Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor
0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk
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Kasus Posis M. NASEH BIN ABAS, umur umur 61 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswagdgeimpat
tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong ritink
Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, selanjutigabut
sebagai "Pemohon I";

MARYANIH BINTI AHIM, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidkan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertetmuggal di
Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terpng
Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai "Pemohon Il

TENTANG DUDUK PERKARA;

Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonateniznggal

21 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Depok pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor

168/Pdt.P/2011/PA Dpk. telah mengemukan dalil-dakbagai

berikut:

- Pada tanggal 10 September 2003, para Pemohon
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dahum
orang tua Pemohon Il di wilayah Kecamatan Cipayikaa
Depok,

- Saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalahalkak
kandung Pemohon Il yang bernama H. ZAFARONIH dengan
mas kawin berupa uang Rp 50.000.- (lima puluh ripiah)
dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang sajang
bernama E DJAMHARI dan HASAN;

- Saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus DRiasa
Pemohon Il berstatus Janda;

- Antara para Pemohon tidak ada hubungan daralsemrsuai
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam

maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
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- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertdémggal
di kediaman bersama di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelamah
Bojong Pondok Terong, Kecarnatan Cipayung, takKo
Depok dan telah hidup rukun sebagaimanakiaya
suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ylaagama
Siti Nur Faizah, perempuan, lahir di Depok tangghlJuni
2006

- Selama pernikahan tersebut tidak addakpi ketiga
yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohorbuérse
dan selama itu pula para Pemohon tetap beragaama; Isl

- Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan AkiaN
dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cipayung;, Kota Depok. Setelah para Pemoh
mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tgrseb
tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agamealt@tan
Cipayung, Kota Depok, oleh karenanya para Pemohon
membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan
Agama Depok guna dijadikan alas hukum dan pegaalgdm
para Pemohon;

- Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu laekdas
kartu Jamkesmas N0.0000975521406, terhadap bialgkarpe
agar dibebaskan sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemafaon agar

Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dargadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan gamgynya sebagai

berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (M. NASEH BIBAS)
dengan Pemohon II (MARYANIH BINTI AHIM) yang
dilaksanakan pada pada tanggal 10 September 2@@ipalyung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
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Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat laimamalijatuhkan
penetapan yang seadil-adilnya;
1. Bukti Surat :

Pemohon | dan Pemohon Il untuk memperkuat dalil-dal

permohonannya telah mengajukan bukti tertulis saildaeyikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor
32.77.71.2007/01809/71007395 atas nama M. NASEH dan
Fotokopi  dari Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor
3276015007680001 atas nama MARYANIH, masing-masing
telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah dikkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kédé;

2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3276012330007
atas nama Kepala Keluarga M. NASEH, telah diibubuh
meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengaryaslalu
diberi kode P-2;

2. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah pula mendkeadi@

(dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MASHURI BIN MATNUR, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 R08
Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan CipayKata
Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan kej@mnan
sebagai berikut:

- Saksi adalah Ponakan Pemohon I;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il adalamis
istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemdhdan
Pemohon Il pada tanggal 10 September 2003 di Giggy

- Saksi tahu perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada sgatt akad
nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kdendung
Pemohon Il bernama H. ZAFARONIH, ijab dan kabul
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dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E DJANRHAan
HASAN;

- Saksi tahu maskawin yang diberikan ol&@mohon |
kepada Pemohon Il adalah berupa uang sebesar Ri050
(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Saksi tahu status Pemohon | pada saat menikahhadatia
ditinggal mati isteri, sedangan Pemohon Il jandanggal mati
suami;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuéidala
ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Saksi tahu selama perkawinan Pemohon | dan Pemdthon
masih tetap beragama Islam;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tekdruchiai 1
(satu) orang anak yaitu SITI NUR FAIZAH,;

- Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon | darofremil
tidak pernah bercerai dan tidak ada masyargkag
keberatan atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon Ii

- Saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il memerlukaatitskah
ini karena pemikahannya tidak terdaftar sehinggmohon |
dan Pemohon Il tidak mempunyai Buku Nikah;

. INDRA TANJUNG BIN ABU SANI, umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp Lib B3 RW. 08

Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayufga

Depok, dengan di bawah sumpahnya memberikan kejnan

sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon | dan Pemohon II;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il adalamis
istri, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemdhdan

Pemohon Il pada tanggal 10 September 2003;
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- Saksi tahu perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan menurut syari'at Islam dan pada sgatt akad
nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah kaka
kandung Pemohon Il bernama H. ZAFARONIH, karenahaya
kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, ijab Babul
dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E. DJARHdan
HASAN;

- Saksi tahu maskawin yang diberikan ol€@mohon |
kepada Pemohon Il adalah berupa uang sebesar Ri050
(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Saksi tahu status Pemohon | pada saat menikahhadatia
ditinggal mati isteri, sedangan Pemohon Il adalahda
ditinggal mati suami;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak
mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuaidala
ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Saksi tahu selama perkawinan Pemohon | dan Pemdhon
masih tetap beragama Islam;

- Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tekaruchiai 1
(satu) orang anak bernama SITI NUR FAIZAH;

- Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon | daroleamll
tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakaig ya
keberatan atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il memerlukaatitskah
ini untuk keperluan kepastian hukum serta dijadigagangan

oleh Pemohon | dan Pemohon II;
TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan PemohoReiamohon I

adalah sebagaimana tersebut di atas;
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1. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara dalah
Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pankawada
tanggal 10 September 2003 di Cipayung, yang bexkirsbbagai
wali adalah kakak kandung dari Pemohon Il yang d@a H.
Zafaronih, karena ayah kandung Pemohon Il bernahm Aelah
meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang gebesa
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar turdigaksikan oteh
2 orang saksi laki-laki dewasa bernama H. Djambarn Hasan,
namun perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidasatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

2. Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan daaahbdkan
saudara sesusuan;

3. Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untrkkah dan
pada waktu menikah Pemohon | berstatus dudagdai mati
oleh isteri, sedangkan Pemohon Il berstatus jatiitaggal mati
oleh suami dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

4. Perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak teraditaé€antor
Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

5. Saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruhigsatu) orang
anak yang bernama Siti Nur Faizah;

6. Dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukumlama
(INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa dararitsbat
Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hdala
dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh meredagytidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan pertimbangan tersebut maka
permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon IRiEmohon Il
dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkaventara
Pemohon | dengan Pemohon Il, yang dilaksanakan gaadgal 10
Sptember 2003 di Cipayung, Kota Depok;
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ANALISISHUKUM

Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon | deRganohon I
pada tahun 2003 adalah sah menurut Hukum Islaran&ar

- adanya calon suami

- calon isteri

- wali nikah

- dua orang saksi, dan

- ijab gabul

Perkawinan yang dilaksanakan tersebut oleh Pembtan Pemohon
Il tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Wigdandang
Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 , Pasal 39 dan Pas#o#fpilasi
Hukum Islam.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu Hakig genangani
kasus ini yaitu BapakArifin, SH, beliau berpendapat bahwa
permohonan itsbat mereka dikabulkan oleh Pengaditema Depok
adalah sah menurut syarat dan rukun melaksanakain menurut
Hukum Islam dan baik bukti tertulis maupun buktiksa bisa
dihadirkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il dan jugenikahan
mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menUmndang-
undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seldin
Permohonan Pemohon didasari atas itikad baik.

Menurut Penulis, permohonan itsbat nikah yangbdiskan tidak
dicatatnya suatu perkawinan pada Kantor Urusan Agapabila
dikabulkan maka dapat membuka kesempatan kepadgarakat
untuk melakukan perkawinan sirri atau perkawinamadiah tangan,
walaupun didalam kasus ini Para Pemohon memohorukunt
mengitsbatkan nikahnya sah menurut Hukum Islam diaak
mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam memkdns

sebaiknya meneliti dengan cermat dan hati-hati yaegdasari alasan-
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alasan Pemohon memohon tidak mencatatkan perkamjaailasan
pemohon haruslah dilandasi dengan itikad baik.
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BAB 11
PENUTUP

Dalam bab ini akan mengemukakan beberapankesan dan

saran yang kiranya dapat berguna.

3.1 Kesimpulan

1. Perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974atdaimintakan
permohonan itsbat nikah hal ini dikarenakan Hakiemmpunyai Alasan
asas kemanfaat bagi Pemohom karena ditinjau ddrdkgkan Isteri
dan anak hasil Iltsbat Nikah dimana Akibat hukunelsét itsbat nikah
terhadap perkawinan mereka menjadi sah baik menbiukum
Republik Indonesia dan Hukum Agama dan berakid@kpsuami dan
pihak isteri sendiri yang berupa timbulnya hak #awajiban diantara
orang tua dan anak, dan hubungan mereka denganarakay luas
yaitu pentingnya kekuatan pembuktian lahir, foraan materil yakni
tentang kelengkapan dokumen untuk urusan admisidiegyi pasangan
telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dan telah Eaikawinan bagi
hokum agama maupun negara. Terhadap harta bendaagandalam
perkawinan, bagaimana hubungan suami isteri atasa haenda
perkawinan mereka, serta keadaan harta benda meselana
perkawinan dan urusan kewarisan karena telah &nga mereka
sebagai pasangan yang sah. Dan terhadap merekealseioagai orang
tua (ayah dan ibu) nantinya dengan anak-anak yaagirfan dari
perkawinan mereka yang berupa hak dan kewajibaaramrang tua
dan anak, tentang kedudukan anak, dan perwal@énaaiak dan juga
guna kepentingan administrasi masa depan bagi gikadi anak dan
pergaulan bermasyarakat.
2. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Ka&pok dalam

menetapkan  itsbat nikah  Alasan atas kasus = Nomor
03/Pdt.P/2005/PA.JS antara Hj. Rasimah, ada dua hal. Pertama,
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“ Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunydddg-Undang
No.1 Tahun 1974, dimana pemohon mempunyai kepertingtuk
mengurus pensiun yang menjadi hak dari almarhuimsiya sebagai
Veteran”.Kedua, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pémnka
sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Fasabmpilasi
Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian alasan yang menyebabkan suatu perkawiredalals
berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapatsbatkan yang
berhubunganatas kasus NomodO/Pdt.P/2007/PA.JS perkawinan
antara Khadijah Azhari alias Ayu Azhari dan PenataPengadilan
Agama Depok Nomo0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk. Pada M. Naseh daN
Maryanih ada dua hal. Pertankarena melindungi kepentingan hukum
anak Pemohowaitu atas dasaf asas kemanfaatan” dan Kedua, telah
memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan seliagsabut dalam
Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukuamishaupun
Undang-Undang Perkawinan dan sesuai Pasal 7 AyaH(8uf (e)
Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 199iydtakan
bahwa di antardtsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukah mereka
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menuratiadg-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

3. Untuk status anak yang dilahirkan dari hasile®apan Itsbat Nikah ini,
masih dipertanyakan apakah sah sebagai anak sahspatl Tanggal
Penetapan Itsbat Nikah ataukan berlaku surut dengétu Penikhan
kedua orang tuannya.

3.2 Saran-Saran.
Berdasarkan apa yang telah disimpulkan tetsebuatas, penulis
hendak memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Untuk kepentingan masa depan, bagi Umat Islam lesiandalam
melaksanakan pernikahan harus mematuhi ketentuakunhu

perkawinan Islam dan melaksanakan peraturan penghgadangan
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Republiki Indonesia tetapi, bagi pasangan suanariistang belum
mencatatkan pernikahan mereka maupun yang telatkamesirri atau
nikah bawah tangan perlu mengadakan program peanuitisbat nikah
oleh Departemen Agama (DEPAG). Dan Bagi pasangag paru saja
terlanjur melakukan nikah sirri dan belum punya kananaka
pengesahan perkawinannya dengan cara mengulangwpeak atau
dicatat di Kantor Urusan Agama setempat sehinggeapgnan mereka
dianggap sah menurut hukum. Dan juga untuk parajeentan calon
pasangan yang belum menikah, atau akan menikah eexhg tua
perlu penyuluhan supaya membangun kesadaran hukengan
memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat damugier dari

pernikahan sirri. Tujuannya agar pernikahan simiak terjadi di

masyarakat secara terus menerus.

Agar pemerintah membuat Undang-Undang bersama DRRku
mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatatupakan
pernikahan yang tidak sah dan tidak mempunyai akioaum, dan
untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat Fatwhukus agar
umat Islam wajib Mencatatkan perkawinan demi kerakzsan

hubungan nasib anak-anak dan keturunannya settall@sama.

Agar masyarakat Islam Menyadari sungguh-sunggukangnakibat
hukum dari perkawinan yang dilakukan dibawah tarigademi untuk
kepentingan kepastian hukum bagi generasi ketursaekmjutnya agar
mereka tidak kecewa dikemudian hari, agar perkawida bawah
tangan itu tidak berkembang menjadi mode di masadatang yang
dapat menguburkan citra Hukum Islam.

Diharapkan pemerintah melakukan peningkatan pehgmluhukum
untuk membina kesadaran hukum masyarakat, khusysadea hukum
perkawinan di Indonesia dengan memberikan sossalissanasyarakat
akibat dan kerugian pernikahan dibawah tangan d&m Kdan

Pengadilan Agama hendaknya senantiasa dapat membatdpan

masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dalamkérapian,
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kecepatan, kemurahan biaya pelayanan dan bagi KlvdsHebih tegas
menindak aparatnya yang lalai dalam menjalankaastugn, karena hal

tersebut sangat merugikan orang lain.
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PENETAPAN
_ Nomor: 03/Pdt.P/2005/PA.JS
Bm i]] ] . ] . ] . '
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa |
———Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatubkan penetapan atas
perkara isbat nikah yang diajukan oleh:
. Hj. RASIMAHbmuKASMMARJUKLumurﬁtah\m,agamaIslam,pekeqaanxbu
rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Tanjung Barat Indah J1. Teratai
XVI Blok M-12, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut:- “PEMOHON”
~  Pengadilan Agama tersebut;
- Telahmembacasurat—sumtdalambetknspekaa,
= Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti lmnnya,-—--
. TENTANG DUDUXNYA PERKARA
-ﬁ-—-Bahwa Pemohon dengan surat permohonsinnya tertanggal 9 Maret 2005 yang
,{;‘xéhtadaﬂummpammampengadnmAgamemdengmmgmm
qumor 03/Pdt.P/2005/PA.JS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-e—e-e—-
£/ Bahwa pada tanggal 29 Juli 1954 telah dilangsungkan pernikahan secara agama
Islam antara Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo
diwilayahKantorUmsanAgamaKecamatanTamhAbang,denganwaliorang
tua kandung, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar 25 sen tunai, dan
< dengandlhadmolehorang-orangyangtelahdewasaamamlamDrs.Iskandar
Kasim dan Fauzi;
2, BahwapadaakadmkahdﬂangwngknnPemohonbastanmgadxsdanalmarhum
berstatus perjaka;
3. Bahwa dati pemikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang ansk yang
bernama;
3.1. Herisnawati, umur 58 tahun,
3.2. Herlinda, umur 49 tahun,
33.  RoseFrida, SH, umur 47 tahun,
34.  Pandoan,umurd4Stahun,
3.5.  Fien Hermini, SH, umur 43 tahun,
3.6.  Elvira, umur 44 tahun,
3.7. Silvana, umur 40 tahun, - -
‘ 3.8. Shelvy Noah, SH. umur 34 tahun,
4.  Bahwa semenjak menikah antara Pemohon dengan almarhum hingga saat ini
belum pernah mendapatkan surat nikah;
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5. Bahwa tujuan Pemohon ke Peagadilan Agama Jakarta Selatan adalah unfuk
memohon disyahkan . pemikshan antara Pemohon dengan almarhum,
kepentingannya adalah untuk mengrus pensiun sendiri sebagai Veteran;——-
~—-~—Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:~-
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanskan

pada tanggal 29 Juli 1954 dengan wali ayah kandung Pemohon;—e—ee——eemeceseme
3. Menetapkanbmwperkammmumdenganwmanpemndanmymg

berlaku;;

Fotocopysmkctemngankzmaﬁanwaiganegamlndonesiatettmggal 18
- Oktober 2004 nomor 78/1.755.01/X/2004 sari Lurah Kampung Bali, Jakarta
o Pusat, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Petikan Surat Keputusan nomor 70/03/31/A-VII/XIL/1989, tentang
pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan

Pemerintah no.34 tahun 1985 dari Dirjen Personil Tenaga Manusia dan Veteran

tertanggal 6 Desember 1969, setelah dicocokkan dengan aslinya diber tanda
P.2; '
Fotocbpmesip(KarmIdenﬁtasPensiun)atasnamaHennanIaibtemnggal
4 Maret 1990, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
~-——Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saks-

w

1. Drs.IsknndarKasimbinKasimMujuki,dibawahsumaphmenermgkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan almarhum Herman
Taib bin Taib Sutan Maradjokamasaksiadalahadikkandung Pemohon;—-
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan Maradjo
adalahsuamustmyangtelahmemkahpedatanggalZMnh 1954 di wilayah
KantorUmsanAgamaKecamatanTanahAbang,JakartaPusatdantelah
dikaruniai 8 ( derlapan ) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemolion dengan almarhum Herman Taib bin
TaibSntanMaradjobelmnpemahbewemi;
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. Bahmsewmpanohonmmmahdengmwummmptm
Taib Sutan Maradja saksi fkut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping
itu juga disaksikan oleh orang banyak;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman
Taib bin Taib Sutan Maradjo adalsh ayah kandung Pemohon Kasim
Marzuki, dengan mahar 25.sen tunai;

- BahwasewakaemohonmemkahdenganalmarhuthnnanTmbbm
TmbSutanMam@oberstaﬁxsgadlsdanpeqaka,

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin
Taib Sutan Maradjo belum pemah bercerai sampai almarhum meninggal

ATy dui '
) Fauzlme-LSalmandxbawahwmpahmenemngkansebagaibeﬁhm
' Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun almarhum Herman Taib bin
Taib Sutan Maradjo karena bertetangga;
Bahwa Pemohon dengan almarhum Hemian Taib bin Taib Sutan Maradjo
adalahmamxmenyangtelahmemkahpadatanggaUQJuh 1954 di wilayah
KantorUrusanAgamaKecamatanTmhAbang,JakartaPusat,dantelah
2 dlkatumms(delapan)oranganak,
' - BahwasewathemohonmenikahdenganalmarhumHennanTaibbin
-Taib Sutan Maradjo saksi ikut menyaksikan pernikahan tersebut, disamping
disaksikan oleh orang banyuk;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman
Taib bin Taib Sutan Maradjo adalah aysh kandung Pemohon Kasim
Mémuki.denganma.harberupauangZSsentmai; .
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan almarhum Herman Tzib bin
Taib Sutan Maradjo berstatus gadis dan jejaka;

ymgmmwmmmmmmmym4M
terpisahkan dari penetapan ini;
IENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

——-Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah
sebagmmanatersebutdxatas
—~-—Menimbang, bahwa perkara 1m adalah mempakan wewenang Pengadilan

Agama Jakarta Selatan; '
~——Menimbang, bahwa Pemohon telah mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta
Selatan agar dlsabkanpemlkahannya dengan almarhum Herman Taib bin Taib Sutan
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Mmmmymgﬂ@lﬁ&mmhmw@ummm29hml%4mwwmmKMMr
UrusanAgamaKecamatanTanahAbang,JakmﬁPusat,
———Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya
‘ dlpemldangandanmcngakmtelahmemkahdenganalmarhumHermanTmbmem’b
Sutan Maradjo pada tanggal 29 Juli 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama
KecamatanTanahAbang,JalmrtaPusat,dengmwahayahkandung,maskamn
berupauangzssenwnaldandlsakmkanolehorangbanyak,dmntamnyans
Iskandar Kasim dan Fanzi;
———Menimbang, bahwa dari perikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib
binTaibSutanMaraqiotelahdikmuniaiS(delapan)orangamk;

ya sama dengan akia nikah untuk keperlian mengurus pensivan Vetéran;-
—-~—Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Herman Taib bin
Taib SmanMaradjosebagaimmutemraipadaperﬁmbangmdiatasyangdidukung
bukti P.1, P.2, P.3 danketexangan_duaorangsaksidibawahsuampahnyayangintinya
menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya pemikahan tersebut tidak
bertentangan dengan syarat dan rukun nikah, karena ity patut dinyatakan sah thenurut
hukum,haliniﬁdakbertcntangandenganmakmdpasal7KompﬂasiHuhlmIslam
serta sejalan dengan pendapat Ulama Figh dalam Kitab I’anatut Thalibin juz IT
ha]308yangaxﬁnya.-D1tmmapengahxanseomngperempuanyangbahghdan
berakal atas pernikahannya, bahwapenukaha.nxwhaksuamusten,makadxtetapkan
pengakuan tersebut™;
«——Menimbang, bahwa berdasarkan perhmbangan -pertimbangan tersebut di atas,
makapexmohonanPemohonpauudltmmadandlkabuﬂmn.
—~—---Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, makam
betdasarkanketenumnpasal89(l)UndangundangNo7tahmnl989bmyaperkam
ini dibebankan kepada Pemohon;
'-*mmmmx@hmmmmmmwmmummwmbﬁmmhmamxwm
u&mm&MWWWhmmh

| MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; :
2 Menetapkansahmkahnyal’emohonﬂj Ras:mahbmnKas:mMaguhdmgan
almaxhumHeunanTmbmembSutanMamd]oyangdﬂaksanakmpada'
tanggal 29 Juli 1954d1wﬂayahKantorUmsanAgamaKecamatanTanah
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3. Membebankan kepada Pemohon utnuk membayar biaya perkara ini sebesar
 Rp.236.000,- ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupish ) ' :
Demikianish ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005 Maschi
bertepatan’ dengan tanggal 20 Safar 1426 H. oleh Drs.H. Fuizalman, SH. sebagai
Hakim Ketua Majelis, Drs.LM. Hasay Nasir, SH. dan YustimarB, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penctapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
Nfidangterbukaunmkumumohh}hﬁchMMajdiswmebmdmgandihadiﬁoleh
%-mmommmmmwrmmpmw

g
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PENETAPAN
Nomor-: 10/Pdt.P/2007/PA.JS.

. 1 ,
sl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA BS;‘; ,
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara:

KHADIJAH AZHARI alias AYU AZHARI binti H. ABDULLAH AZHARI, umur
35 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat
tinggal di jalan Batu Merah /43, RT.005/02, Kelurahan Pejaten.
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada SECARPIANDY, SH,

'RASIANTO  GHOZALL, §, SH, Advokad dari
“ SECARPIANDY, SH & PARTNERS *, yang berkedudukan
di jalan Warung Buncit Raya Nomor : 24 Jakarta Kode Pos
12510, berdasarkan Surat K@sa Khusus tanggal 17 Januari
2007, yang terdaftar i Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Nomor : 43/Pdt.P/2007/PA.JS, tanggal 30
Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai ” PEMOHON*; —--

Pengadilan Agama tersebut;

| Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara in; e
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan surat-surat

bukti dan keterangan para saksi, serta sumpah Pemohon dihadapan sidang; ——--—-

'DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya
dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2007 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Parkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Register Nomor
10/PdL.P/2007/PA.JS, tanggal 50 ]ununrl 2007, denguan tambahan dan pr:rubuhan
olehnya sendiri di hadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

% Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan
seorang laki-laki bernama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, umir 46
tahun, Agama Islam, Warga Negnrn Denmark, pada hari AHAD, tanggal 25 Mei
2003, dengan Wali Ayah Kandung Pemohon yang bernama H, ABDULLAH

Itsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, 2012



AZHAR], dengan maskawin seperangkaat ALAT SHOLAT, bertempat di
Apartemen Simpruk jalan Sultan Iskandar Jakarta Selatan, dengan disaksikan
oleh beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini
perkawinan fersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama
sebagamxana mestinya,
* Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernah menikah dengan almarhum WISNU
DJODI GONDOKUSUMO bin Drs. WISNU DJODI G, tetapl telah putus
Karena perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
634/Pdt.G/94/PA IS tanggal 8 Nopember 1994, sesuai Akta Cerai Nomor:
700/ AC/1994/PA.JS tanggal 8 Desember 1994;
% Bahwa setelah bercerai dengan almarhum WISNU DJODI GONDOKUSUMO
Pemohon juga telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama
MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM, agama Islam, warga negara Finlandia, dan
perkawman tersebut juga tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selama
perkawinan Pemohan dengan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM telah
mengalami tiga kali Talak, sedang Talak ketiga terjudi di kota Paris, pada
sekitar bulan Agustus 1999 dengan disaksikan oleh ayah Pemohon almarhum
 H. ABDULLAH AZHARY; — .
Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MIKE TRAMP telah lahir
seorang anak perempuan bernama ISABEL MIKE TRAMP yang sekarang telah
berumurlS(satusetmgah)tahun

¢ Buhwa karena keinginan Pemohon bersama suami Pemohon untuk menjadikan

perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia dan demi melindungi

 kepentingan hukum anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mensahkan

dan mencatatkan perkawinan Pemohon menurut prosedur hulcum yang
berlaku; ' :
*» Bahwa untuk melakukan pengesahan dan mencatatkan perkawinan yang telah
dilangsungkan terdahulu, maka suami Pemohon telah melakukan pengurusan
ke Kedutaan Denmark, dimana menurut peraturan Negara Denmark setlap

warganya dilarang apabila mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak
lain, untuk menikah lagi tnapa seifin negaranya. ( bukti P-3 ); ' '

% Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, demi kepentingan
hukum status perkawina:n Pemohon agar sah, dan anak yang bernama ISABEL
MIKE TRAMP dinyatakan sah: menurut hukum negara Indonesia untuk itu
Kami ajukan permohonan Penelapan pernikahan kepada Ketua Pengadilan
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Agama ]akhrta Selatan atau Majlis Hakim yang menangani perkara ini kiranya

/ memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2, Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami

Pemohon;
3. Memerintahkan Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk
mencatat perkaﬁinan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum; ,
Atau kalau Majlis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya; ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon hadir
sendiri dan didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, telah
menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, telah

menyampaikan surat-surat bukti serta mengajukan saksi-saksi;

o Menimbang, bahwa selahjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai

RGPV T T VRN ' :
20 "'*-’5“1,:;\ dengan pembacaan surat permohonan Pemohon; -

et

et A ATy T
cﬂ“?&?\{‘:tkﬁu_‘,b.' )
“

e

¥ : .
_ @% Menimbang, bahwa Pemohon méngajukan surat-surat bukti yang telah
: terai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang terdiri :

% b / . Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KHADIJAH AZHARI dengan

i Nomuox: 09.5304.591171.7008. ( bukti P-1);

2. Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon dengan nomor: 700/ AC/1994/PA.JS,
tertanggal 8 desember 1994 ( bukt P-2);

3. Foto copy Surat Keterangan tentang Keabsahan untuk menikah atas nama

Tn. MIKE TRAMP, tertanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kedutaan
Denmark ( bukti P-3 ); —

‘Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka
Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Nama : MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH, umur 49 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di jalan Salam Nomor : 2-B, Rt.007/006 Kelurahan Sukabumi
Utazra, Kecamat{m Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai saksi I;
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2. Nama ;: ABDUL HALIM bin ISHAK, wmwar 41 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di jalan Pejaten Timur, Rt 004/001, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai saksi II;

** Bahwa saksi kenal de:ngah .Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon
pada saat Pemohon tinggal di Pasar Minggu;

\/

sebelum akad nikah berlangsung;

% Bahwa yang bertindak sebagai Wali dan sekaligus menikahkan Pemohon
o dengan MIKE TRAMP adalah ayah Pemohon yang bernama H. ABDULLAH
\ AZHART; :

sholat”, dan langsung dijawab”,Yg” oleh MIKE TRAMP;

% Bahwa selain saksi yang hadie puda acara ukad nikah tersebut hadir pula adik-

adik Pemohon, yaitu SARAH, RAHMAH, ABDUL HALIM dan terdapat
beberapa orang lagi;

Menimbang, bahwa saksi IT telah memberikan keterangan dibawah sumpah
* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Simpruk, Jakarta Selatan;

* Bahwa pada saat itu status Pemohon adalah janda cerai, sedangkan status
MIKE TRAMP saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat ity MIKE TRAMP
telah menjadi muslim sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung; ----
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<+ Bahwa saksi mengetahui Jab kabul yang diucapkan pada saat itw, dengan
merjabat tangan MIKE TRAMP ayah Pemohon mengucapkan :” Saya
" nikahkan anak saya KHADIJAH AZHARI binti ABDULLAH AZHARI dengan
MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin sepeiangkat alat
sholat”, dan langsung dijawab” Ya” oleh MIKE TRAMEF; .

< Bahwa benar saksi bertindak sebagai saksi pada saat Pemohon menikah dengan
MIKE TRAMP, dan saat itu hadir pula ibu Pemohon, SARAH, RAHMAH dan
Ustad MUHAMMAD HADI dan beberapa orang lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status pernikahan Pemohon sebelumnya

dengan seorang laki-laki warga negara Finlandia yang bernama MUHAMMAD

YUSUF IBRAHIM alias TEEMU yang juga tidak dicatatkan pada Pegawzu Pencatat

nikah yang berwenang, maka Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi Talak yang

ketiga antara Pemohon dengan MUHAMMAD YUSUF [BRAHIM, yang
berlangsung sekitar bulan Agustus 1999, bertempat di kota Paris dan saat itu

G dmaks:kan oleh ayah Pemohon; —

Memmbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon yang telah menyalksikan
adinya peristwa jatuhnya Talak yang ketiga antara Pemohon dengan
D YUSUF IBRAHIM pada saat ini telah meninggal dunia, sedang
Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya. Maka untuk membuktikan
‘ terjadinya peristiwa Talak tersebut, maka Majlis memjatuhkan putusan Sela dengan
- memerintahkan kepada Pemohon untuk bersumpah dihadapan sidang; -———————

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup
ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Pexs1da.ngan
perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam penetapan ini; :

PERTIMBANGAN HUKUM
Meiimbeng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a), Nomor 20
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan -
Absolut Pengadilan Agama; '
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Memmbang, bahwa I’emohon yang telah menghadap dipersidangan
telah menyampaikan keterangan tambahan dan penjelasan atas permohonannya,

dan telah meneguhkannya denga:n mengajukan surat-surat bukti serta
menghadirkan saksi-saksi serta bersumpah dihadapan sidang;

\/ Menimbang, bahwa berdasarkan pengaku.an Pemohon dihadapan sidang
dan juga sebagai tertera dalam Surat Bukti P-2, yang berupa Akta Cerai Nomor : |
700/ AC/1994/PA.JS, tanggal 8 Desember 1994, maka secara Yuridis Formil ,
Majlis telah menemukan Fakta babwa Pemohon adalah Janda Cerai dari WISNU
DJODI GONDOKUSUMO bin Drs. WISNU DJODI dan menurut hukum
termasuk wanita yang tidak ada larangan untuk menikah; :

\/ Menimbang, bahwa mengenai pernikahan kedua Pemohon dengan

seorang laki-laki warga negara Finlandia bernama MUHAMMAD YUSUF

IBRAHIM, yang juga tidak pula tercatat oleh pejabat berwenang Sedang
berdasarkan pengakuan Pemohon menyatakan telah bercerai dengan Talak ketiga,
yang terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 1999, di kota Paris dengan
disaksikan oleh ayah Pemohon, telah dikukuhkan ‘dengan sumpah Pemohon
dihadapan sidang. Oleh karena itu Majlis berpendapat bahwa menurut hukum
lslam Pemohon adalah Janda Talak ketiga dari MUHAMMAD YUSUF TBRAHIM,
dan menurut hukum Islam setelah lampau masa Iddah, maka Pemohon terlarang
untu.k menikah lagi dengan lelaki tersebut. Dan menjadi halal dinikahi oleh laki-
/ laki lain

//

.

\

?E\E‘DL{"’;-: . - "~

\:“ 4 Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang menyatakan telah

melakukan perkawinan dengan seorang lelaki bernama MIKE TRAMP bin OLE
TRAMPENIU, Warga Negara Denmark, umur 46 tahun, agama Islam, pada hari
Minggu, tanggal 25 Mei 2003, bertempat di Apartemen Simpruk, jalan Sultan
Iskandar, Jakarta Selatan, sebagai Wali adalah ayah kandung Pemohon bernama
H. ABDULLAH AZHARI, dengan Mahar seperangkat Alat Sholat, dengan
disaksikan beberapa orang sak81 dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi . MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH

dan ABDUL HALIM bin ISHAK, yang dengan alas sumpah menya.takan, bahwa

" pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, telah menyaksikan
ayah kandung Pemohon H. ABDULLAH AZHARI, melakukan akad nikah dengan
memegang tangan MIKEB TRAMP dan mengatakan sebagai berikut ” Saya
mkahkan anak saya KHADIJAH AZHARI bint H. ABDULLAH AZHARI dengan

Itsbat nikah..., Rizky Amalia, FHUI, 2012




MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin seperangkat alat sholat
~ tunai”; ; dan saat itu juga MIKE TRAMP menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa merurut Hukum Islam, pernikahan w
apabxla telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun dari pada perbuatan tersebut. Dan
“bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon tersebut diatas Majlis menemukan

- fakta-fakta sebagai berikut, yaitu :

@ Calon suami : MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, umur 46 tahun, agama
Islam, Warga Negara Denmark;
. (b)) Calon Istri  : KHADIJAH AZHARI bini H. ABDULLAH AZHARI, wmur 35
tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, status janda; :
@ Wali nikah : H. ABDULLAH AZHARI yaitu ayah kandung Pemohon; —---—-—-

d.\Jab dan Kabul yang diucapkan oleh H. ABDULLAH AZHARI selaku Wali

Pemohon dan MIKE TRAMP yang berlangsung dalam satu Majlis, yaitu dalam

suatu ruangan di Apartemen Simpruk, Jakarta Selatan, pada hari Minggu
*  tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, dengan Mahar berupa seperangkat
alat sholat tunai;
Peristiwa akad nikah itu disaksikan oleh minimal dua orang saksi, laki-laki,
\\dewasa, dan cakap bertindak hukum, yaitu H. MUHAMMAD HADI bin
“‘/ ABDULLAH dan ABDUL HALIM bin ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut maka Majlis berpendapat
bahwa pernikahan yang d:ldkukan oleh Pemchon dengan seorang laki-laki
bernama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU telah-ynemenuhi rukun dan

syarat-syarat perkawinan sebagai tersebut Pasal 14 Sampai dengan Pasal 30
Kompilasi Fakum Islam Oleh karena it~ pernikahan tersebut
DINYATAKAN SAH menurut hukum ]slém, dan telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi -
Hukum Islany '

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan
MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, Warga Negara Demmark adalah
mex%zpakan perkawinan Campuran. Dan oleh karena perkawinan tersebut

dilakukan di Negara Indonesia, maka berdasar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dilakukan menurut
__Undang-undang Perkawinan Indonesia;

———
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. | Menimbang, bahwa untuk mememahi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-

undang Nomor ; 1 Talwn 1974, Pemohon tela; menyampaikan bukti P-3, yang berapa

- SmatKemmganTmmgKeabsa;faﬁUpmkamamsmmumcamm,
tertanggal 10 Jamaari 2007 yang dileluarkan oleh Kechutaan Denmark di Jakartay

| Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan
bagi masyarakat pada umumnya, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangT
undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo- Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. maka setiap
perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh
karena itu' Majlis memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan
perkawinan tersebut yang sesuai bukti P-1 yaitu kepada Pegawai Pencétat Nikah
di Kantor Urasan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimba:ng, .bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Pemohon agar diistbatkan / ditetapkan Sahnya
perkawinan Pemohon dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, yang
berlangspng pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, dengan Wali Nikah ayah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal $9 ayat (1) Undang-
S e ———

dang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989, maka biaya perkaia ini dibebankan oleh Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan Hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;

"MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
@ Menyatakan sah perkawinan Pemohon KHADIJAH AZHARI alias AYU
AZHAKI bin H: ABDULLAH dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU
yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2003, dengan wali ayah Pemohon dan
dengan mas kawin berupa sepera.ngkat alat sholat tunai; -

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar
Minggy, Jakarta Selatan guna dicatat dalam buku Akta Nikahy

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 215.000,- (dua ratus ima belas ribu rupiah);
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- untuk wmum dcngan dxhadm oleh Pemohon dan kuasa hukumnya,

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2007 M, yang bertepatan dengan

tanggal 2 Shaffar 1428 H, oleh katrd Dts, A, CHOIRI ,SH, MH,, salaku Ketua Majlis,

MUHAIMIN AM, SH,, dan Drs. H. MUH, ABDUH SULAEMAN, SH, MH., masing-
masing selaku Hakim Anggota setd didampingi oleh AKHMAD SAHID, SH., sebagai
Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka

ABDUH SULAEMAN, SH, IVIE-L AKHMAD SAHID, SH.

) istrasi Rp. 50.000,’
2. Proses Rp. 159.000,-
3.  Materai Rp.  6.000,-

Jumlah Rp. 215.000-
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SALINAN PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2011/PA.Dpk.

i
b

(Itsbat Nikah)

Tanggal : 13 September 2011

M. NASEH Bin ABAS

Lawan

MARYANIH Binti AHIM

=

o

o PENGADILAN AGAMA DEPOK
? Jalan Boulevard Sektor Anggrek
o Grand Depok City

3 DEPOK
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SALINAN PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.P/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

M. NASEH BIN ABAS, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW.
08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung,
Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon 1”;

MARYANIH BINTI AHIM, umur 45 tahun, agama Islam, pendidkan SD,

pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp Lio RT. 03
RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan
Cipayung, Kota Depok, sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti:

Teiah mendengarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon Il beserta saksi-

saksi di persidangan;

i TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
o permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

,,,’_Eengadllan Agama Depok pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Nomor
5 /f‘ISBIPdt P/2011/PA Dpk. telah mengemukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2003, para Pemohon melangsungkan
~ pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon Il di

wilayah Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak
' kandung Pemohon Il yang bernama H. ZAFARONIH dengan mas kawin
berupa uang Rp 50.000.- (lima pﬁluh ribu rupiah) dibayar tunai dan
disaksikan oleh dua orang $;ksi, yang bernama E DJAMHARI dan
HASAN; )

\
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3. Bahwa pada séat pemikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda dan
Pemohon Il berstatus Janda;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di
kediaman bersama di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok
Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dan telah hidup rukun
sebagairdana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang
bemama Siti Nur Faizah, perempuan, lahir di Depok tanggal 21 Juni 2006;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu
pula para Pemohon tetap beragéma Islam;

7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung;,
Kota Depok. Setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan
para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cipayung, Kota Depok, oleh karenanya para Pemohon
membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Depok
guna dijadikan alas hukum dan pegangan oleh para Pemohon;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan kartu.

Jamkesmas No.0000975521406, terhadap biaya perkara agar dibebaskan

*:.sesuai peraturan perundang-undangan;
.\

, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mochon agar
,u_thnaa Pengadllan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara
’ ,@ni\ ) lanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
S " Mengabulkan permohonan para Pemohon:

\.:2/2/ Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (M. NASEH BIN ABAS) dengan
Pemohon Il (MARYANIH BINTI AHIM) yang dilaksanakan pada pada
tanggal 10 September 2003 di Cipayung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon
dijatuhkan penetapan yang seadii-adilnya;
Bahwa pada hari sidang ‘yang telah ditetapkan Pemohon | dan,
Pemohon Il telah datang mehghadap di persidangan;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon | dan Pemonon I
agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon | dan
Pemohon |l menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon |l tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon |I;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan untuk
berperkara secara prodeo, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara
terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara secara Cuma-
Cuma atau Prodeo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut,
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 168/Pdt.P/2011/PA
Dpk. Tanggal 13 September 2011 yang amarnya memberi izin kepada
Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk memperkuat dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor
32.77.71.2007/01809/71007395 atas nama M. NASEH dan Fotokopi dari
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276015007680001 atas nama
MARYANIH, masing-masing telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3276012310080007 atas nama -
Kepala Keluarga M.NASEH, telah diibubuhi meterai pos cukup dan setelah

dicocokkan dengan aslinya, lalu djberi kode P-2;

\ Bahwa Pemohon | dan Pemc}hon Il telah pula menghadirkan 2 (dua)
) ..'_ ng saksi sebagai berikut : |

. MASHURI BIN MATNUR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
I di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan Bojong Pondok
dengan di bawah
asumpahnya memberikan Reterangan sebagai berikut

- Saksi adalah Ponakan Pemohon I;': |

~ Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri, saksi
hadir dan menyaksikan pe!rléawinan Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 10 September 2003 di Cipayung;
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Saksi tahu perkawinan Pemohon | dan Pemohon |l dilaksanakan
menurut syari'at Islam dan pada saat terjadi akad nikah yang bertindak
sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon Il bernama H.
ZAFARONIH, ijab dan kabul dilaksanakan di depan 2 orang saksi,
yaitu E DJAMHARI dan HASAN;

Saksi tahu maskawin yang - diberikan oleh Pemohon | kepada
Pemohon Il adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

Saksi tahu status Pemohon | pada saat menikah adalah duda ditinggal
mati isteri, sedangan Pemohon Il janda ditinggal mati suami;

Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan
untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi tahu selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il masih
tetap beragama Islam;

Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yaitu SITI NUR FAIZAH;

Saksi tahu sampai saat ini antara Pemohon | dan Pemohon i tidak
pemah bercerai dan tidak adé masyarakat yang keberatan atas
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

Saksi tahu Pemohon | dan Pemohon |l memeriukan itsbat nikah ini
karena pernikahannya tidak terdaftar sehingga Pemohon | dan
Pemohon Il tidak mempunyai Buku Nikah;

2. INDRA TANJUNG BIN ABU SANI, umur 37 tahun, agama Islam,
: pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp Lio RT. 03 RW. 08 Kelurahan
Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan di
H bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi adalah tetangga Pemohon | dan Pemohon II;
Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon I adalah suami istri, saksi

~ hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon | dan Pemohon i pada

tanggal 10 Septermber 2003; '

Saksi tahu perkawinan Pemphon | dan Pemohon Il dilaksanakan
menurut syari'at Islam dan pa.c;a saat terjadi akad nikah yang bertindak
sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon Il bernama H.
ZAI;'ARONIH, karena ayah kan&ung Pemohon 1l telah meringgal
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dunia, ijab dan kabul dilaksanakan di depan 2 orang saksi, yaitu E
DJAMHARI dan HASAN,;
— Saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon | kepada
Pemohon Il adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon | pada saat menikah adalah duda
' ditinggal mati isteri, sedangan Pemohon Il adalah janda ditinggal mati
suami;
| — Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
\ hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan
untuk melangsungkan pernikahan;
', - Saksi tahu selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il masih
\ tetap beragama Islam;
\ ~ Saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu)
| orang anak bernama SITI NUR FAIZAH;
- Saksi tahu sampai saat ini aﬁtara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

H
|
i
i
i
i
i

- Saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan itsbat nikah ini
untuk keperluan kepastian 'hukum serta dijadikan pegangan oleh
Pemohon | dan Pemohon l; '

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il membenarkan seluruh keterangannya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan kesimpulannya
. yang menyatakan Pemohon | dan Pemohon |l tetap dengan permohonannya
: ,idan mohon dijatuhkan penetapan;
‘: Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis
./ Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;
Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita
acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan
merupakan bagian yang tak terpisahkap dari penetapan ini;

TENTANG PERﬁﬁBANGAN HUKUMNYA

| Menimbang, bahwa maksud dan tujv:.lan dari permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
" ini adalah Pemohon | dan Pemohon i telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 10 September 2003 di Cipayung, yang bertindak sebagai wali adalah
kakak kandung dari Pemohon |l yang bernama H. Zafaronih, karena ayah
kandung Pemohon Il bernama Ahim telah meninggal dunia, dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dibayar
tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa bemama H. Djamhari
dan Hasan, namun perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di
“Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari Kartu
tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon | dan Pemohon Il
terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Ii adalah warga dan penduduk Kota
Depok yang berdomisili di kecamatan Cipayung. Kota Depok;
Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon | dan Pemohon
Il diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dan terbukti sebagai berikut :
1. Perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon |l dilaksanakan pada tanggal
10 September 2003 di Cipayung, Kota Depok;
2. Akad nikah dan ijab kabul antara Pemohon | dan Pemohon |l dilaksanakan
menurut syari‘at Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon i
bernama H. Zafaronih, karena ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Ahim telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
laki-laki bernama E DJAMHARI dan HASAN;
. Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan bukan saudara
sesusuan,
. Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada‘halangan untuk menikah dan pada
waktu menikah Pemohon. | berstatus duda ditinggal mati oleh isteri,
i sedangkan Pemohon Il berstatus janda ditinggal mati ‘oleh suami dan tidak
/ . dalam pinangan laki-laki lain;
. Perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
6. Saat ini Pemohon | dan Pemohon Ii telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Siti Nur Faizah; . _
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
atas terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan

di
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perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 September 2003 di
Cipayung, Kota Depok;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi
. Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara
Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah dikarenakan
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon | dan Pemohon I dapat
dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon |

~ dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Sptember 2003 di
Cipayung, Kota Depok; _

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan'kepada para Pemohon, namun karena
Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis Hakim membebaskan
Pemohon | dan Pemohon Il dari membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang

- amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peréturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

i
|
i
|
i
i

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon |I;

i 2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | (M. NASEH BIN
ABAS) dengan Pemohon Il (MARYANIH BINTI AHIM), yang
dilaksanakan pada tanggal 10 September 2003 di Cipayung, Kota
Depok;

3. Membebaskan kepada Pemohon | dan Pemohon Il dari membayar
biaya perkara ini; '

Demikian penetapan ini dijétuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa, tanggal .13 September 2011 M bertepatan dengan
tanggal 15 Syawal 1432 H oleh ,Dra. Hj. ST. NADIRAH sebagai Ketua .
Majelis, Hj. SUCIATI, S.H. dan Drs. H. BAMBANG HERMANTO, M.H.
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‘masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.
YUSWAR SUKIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh
Pemohon | dan Pemohon |i; .

Hakim-Hakim Anggota, f Ketua Majelis,
ttd __ ttd
| Hj. SUCIATI, S.H. Dra. Hj. ST. NADIRAH
ttd

Drs. H. BAMBANG HERMANTO, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd
M. YUSWAR SUKIN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara : NIHIL

Salinan Penetapan ini sesdai dengan aslinya,
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